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KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Operasional Prosedur merupakan bentuk dokumen
pelayanan publik dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan
proses dalam setiap pelayanan. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan
kepegawaian, Standar Operasional Prosedur ini menjadi acuan atau pedoman
kerja dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana yang diamanatkan
di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Begitu juga yang telah di
amanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP) yang
mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil untuk menyusun
SOP AP nya masing-masing.

Berdasarkan evaluasi yang terus dilakukan, BKPSDM memandang
perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen standar operasional
prosedur yang telah ada. Standar pelayanan publik ini adalah revisi dari
Standar Pelayanan Publik sebelumnya yaitu Keputusan Kepala Badan Nomor
800/KEP.202-BKPSDM/2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kami menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen
Standar Operasional Prosedur ini. Harapan kami dengan disusunnya Standar
Operasional Prosedur ini, dapat memberikan sebuah pedoman, keteraturan
dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat khususnya pengguna layanan
dalam lingkup kepegawaian Kabupaten Purwakarta. Hal ini tentunya akan
memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kinerja BKPSDM sebagai
leading sector kepegawaian sehingga dapat semakin efektif, efisien, transparan,

responsif, dan akuntabel.

Purwakarta, Desember 2020
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 800/Kep.437-BKPSDM /2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan
ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan
dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi
instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan
tepat proses;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam melaksanakan
tugas kerja yang efektif dan efisien dalam unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, standar operasional
prosedur (SOP) perlu di tetapkan dalam keputusan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan
Standar  Operasional  Prosedur (SOP)di  Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017
Nomor 63, TLNRI Nomor 6037)



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2018
Nomor 9);

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 122 Tahun 2020
tentang Perincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

f. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber Daya  Manusia Nomor:
800/KEP.205-BKPSDM /2019 tentang Standar Pelayanan
Publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Instansi

Pemerintah meliputi :

1.[Deskripsi Unit Organisasi : Visi, Misi, dan Moto/Janji
Layanan;

2.[Identitas Standar Operasional Prosedur (SOP);



KETIGA

3.[Bagan Alur Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Purwakarta meliputi :

A.[Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan :

1.0 Legalisir Dokumen

2.0 Penyusunan Formasi Pegawai;

3.0 Penerbitan SK Jabatan Pelaksana;

4.0 Penerbitan SK Pegawai Honorer (PTT);

5.0 Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai Honorer
(PTT);

6.00 Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

7.0 Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen
(Kepegawaian);

8.0 Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data
Baru)

9.0 Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data
Pindahan/mutasi);

10.0 Pengajuan Perbaikan / Pemutakhiran Data PNS;

11.0Kenaikan Pangkat : Pilihan (Fungsional);

12.0Kenaikan Pangkat : KPO (Reguler);

13.0Kenaikan Pangkat : Penyesuaian [jazah;

14.0 Kenaikan Pangkat : Pilihan (Struktural);

15.0 Mutasi Keluar PNS;

16.0 Mutasi Masuk PNS;

17.0 Pencantuman Gelar;

18.0Perbaikan Dan Penggantian SK Kenaikan Pangkat;

19.0Perbaikan Dan Penggantian SK Pengangkatan
(PNS);

20.0Pengangkatan  Pertama  Jabatan  Fungsional
Tertentu;

21.0Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

22.0Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Perpindahan;

23.0Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu;



24.0Pengangkatan  Kembali Jabatan  Fungsional
Tertentu;

25.0Pengangkatan Jabatan Fungsional Dari
Keterampilan Ke Keahlian;

26.0Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional,;

27.0Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;

28.0Pengusulan Tugas Belajar;

29.0Penerbitan Surat Izin Seleksi [jin Belajar;

30.0Penerbitan Surat Izin Belajar;

31.0Penerbitan Surat Keterangan Belajar;

32.0Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;

33.0Penggantian Surat Keputusan/ Perintah Jabatan
Fungsional.

34.0Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat (UPKP);

35.0 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;

36.0 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;

37.0Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil

38.0Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan : Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama

39.0Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan : Administrator

40.0Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan : Pengawas

41.0Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis

42.0Fasilitasi  Penyelenggaraan Diklat Fungsional
Tertentu

43.0Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat
Di Perangkat Daerah

44.0 Verifikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan
Pegawai;

45.0Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;

46.0 Pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);

47.0 Pengajuan Karis/Karsu;



48.00 Pengajuan Kartu Peserta Taspen;

49.0 Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun (BUP);

50.0Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda;

51.0Penerbitan SK Pensiun (APS-Diberhentikan Dengan
Hormat);

52.0Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif
(MDA-Tewas);

53.0Penerbitan SK Pensiun (APS-Cukup Masa
Pensiun);

54.0Penerbitan SK Pensiun (APS-Uzur / Sakit);

55.0Penerbitan SK Pemberhentian Dengan Hormat
Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

56.0 Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);

57.0Pengajuan Sk Petikan Ke 2/3 (Sk Pensiun Hilang);

58.0Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi
PNS

59.0Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi
Anggota Partai Politik (usulan/ permohonan);

60.0 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi
Anggota Partai Politik (temuan);

61.0Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi
PNS;

62.0 Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN);

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta;
Pada Tanggal : 1 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

!"Q( A
N\ A 1R
NURWAEZ

H. ASEP SUPRIYATNA, S.IP., S.AN., MM
NIP. 19791%182005011008
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I.

PENDAHULUAN

1.1.

1.2,

Latar Belakang

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk
membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki
integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen
pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan
utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi:
organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya
manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind
set dan culture set aparatur. Pada hakekatnya perubahan
ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana
instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan
tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi
standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut dengan SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur pemerintah.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan; SOP administratif adalah prosedur standar yang
bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih
dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran
atau jabatan;

Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi
penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tuntutan partisipasi penuh dari
seluruh unsur lembaga ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah
yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing
dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut. SOP
AP masing-masing sub bidang di susun oleh sub bidangnya sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan tata acara penyusunan SOP AP.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendasari Standart Operasional Prosedur ini
adalah sebagai berikut :
1.0Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



1.3.

1.4.

2.0Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor
6037)

3.0Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,;

4.0Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta, Tahun 2018 Nomor 9);

5.0Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang
Perincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

6.0Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

7.0Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Nomor: 800/KEP.205-BKPSDM /2019 tentang Standar
Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia.

TUJUAN

Tujuan dari disusunnya standar operasional prosedur di Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk :

1.0 Memberikan  panduan kepada pegawai BKPSDM  untuk
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur yang telah
terstandar

2.0 Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi masing-masing
jabatan dalam organisasi

3.0 Menstandarkan prosedur pelayanan kepada aparatur sipil negara.

SASARAN

Sasaran standar operasional prosedur yang telah disusun ini ditujukan
bagi seluruh pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pegawai Negeri Sipil di
Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan prosedur yang

telah disusun.



II.

1.5.

1.6.

MANFAAT

Manfaat yang di dapatkan dari penyusunan standar operasional

prosedur ini adalah sebagai :

1.0 Standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;

2.0 Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam
melaksanakan tugas;

3.0 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara
keseluruhan;

4.0 Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

5.0 Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6.0 Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu
mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

7.0 Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan

dapat berlangsung dalam berbagai situasi,

MISI, SASARAN, DAN TUJUAN BKPSDM

Misi, sasaran, dan tujuan BKPSDM adalah sebagai berikut ;

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih
dan Prosefional

Sasaran : Mewujudkan Pelayanan Prima di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Era 4.0

Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Terintegrasi;
2.00Memperluas Kemitraan untuk Meningkatkan Kapabilitas

dan Kompetensi ASN;

3.0Mengelola dan Mengembangkan Manajemen BKPSDM

dengan Menggunakan Teknologi Informasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau

pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. SOP administratif ini

pada umumnya dicirikan dengan:



(IMPelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur atau

lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal;
(IMBerisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan

kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan

cara melakukan kegiatan.
SOP administratif mencakup kegiatan lingkup makro dengan ruang lingkup
yang besar dan tidak mencerminkan pelaksana kegiatan secara detail dan
kegiatan lingkup mikro dengan ruang lingkup yang kecil dan mencerminkan
pelaksana yang sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan. Dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP administratif
dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, pengganggaran, dan
lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam siklus penyelenggaraan
administrasi pemerintahan. SOP administratif dalam lingkup mikro, disusun
untuk proses-proses administratif dalam operasional seluruh instansi
pemerintah, dari mulai tingkatan unit organisasi yang paling kecil sampai pada
tingkatan organisasi yang tertinggi, dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya.

SOP yang disusun di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia merupakan SOP yang berorientasi pada pelayanan, dan berhasil

di susun sebanyak 62 Standar Operasional Prosedur.

Berikut ini adalah daftar judul dan kode SOP di BKPSDM.

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BKPSDM

No. JUDUL SOP KODE SOP
1. | Legalisir Dokumen 01/SOP BKPSDM/2020
2. | Penyusunan Formasi Pegawai; 02/SOP BKPSDM /2020
3. | Penerbitan SK Jabatan Pelaksana; 03/SOP BKPSDM/2020
4. | Penerbitan SK Pegawai Honorer (PTT); 04/SOP BKPSDM /2020
S. | Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai | 05/SOP BKPSDM/2020
Honorer (PTT);
Pengadaan Aparatur Sipil Negara. 06/SOP BKPSDM /2020

Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan | 07/SOP BKPSDM/2020

Dokumen (Kepegawaian);

8. | Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian | 08/SOP BKPSDM/2020
(Data Baru)

9. | Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian | 09/SOP BKPSDM/2020

(Data Pindahan/mutasi);

10. | Pengajuan Perbaikan/Pemutakhiran Data | 10/SOP BKPSDM/2020
PNS;




No. JUDUL SOP KODE SOP

11. | Kenaikan Pangkat : Pilihan (Fungsional); 11/SOP BKPSDM/2020

12. | Kenaikan Pangkat : KPO (Reguler); 12/SOP BKPSDM/2020

13. | Kenaikan Pangkat : Penyesuaian Ijazah; 13/SOP BKPSDM/2020

14. | Kenaikan Pangkat : Pilihan (Struktural); 14/SOP BKPSDM/2020

15. | Mutasi Keluar PNS; 15/SOP BKPSDM/2020

16. | Mutasi Masuk PNS; 16/SOP BKPSDM/2020

17. | Pencantuman Gelar; 17/SOP BKPSDM/2020

18. | Perbaikan dan Penggantian SK Kenaikan | 18/SOP BKPSDM/2020
Pangkat;

19. | Perbaikan dan Penggantian SK Pengangkatan | 19/SOP BKPSDM/2020
(PNS);

20. | Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional | 20/SOP BKPSDM/2020
Tertentu;

21. | Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui | 21/SOP BKPSDM/2020
Penyesuaian/ Inpassing;

22. | Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui | 22/SOP BKPSDM/2020
Perpindahan;

23. | Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu; | 23/SOP BKPSDM/2020

24. | Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional | 24/SOP BKPSDM/2020
Tertentu;

25. | Pengangkatan Jabatan Fungsional Dari|25/SOP BKPSDM/2020
Keterampilan Ke Keahlian;

26. | Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, 26/SOP BKPSDM /2020

27. | Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar; 27/SOP BKPSDM /2020

28. | Pengusulan Tugas Belajar; 28/SOP BKPSDM /2020

29. | Penerbitan Surat Izin Seleksi Ijin Belajar; 29/SOP BKPSDM/2020

30. | Penerbitan Surat Izin Belajar; 30/SOP BKPSDM/2020

31. | Penerbitan Surat Keterangan Belajar; 31/SOP BKPSDM/2020

32. | Perbaikan Surat Keputusan/Perintah; 32/SOP BKPSDM /2020

33. | Penggantian Surat Keputusan/ Perintah | 33/SOP BKPSDM/2020
Jabatan Fungsional.

34. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian | 34/SOP BKPSDM/2020
Kenaikan Pangkat (UPKP);

35. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas | 35/SOP BKPSDM/2020
Tingkat 1;

36. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas | 36/SOP BKPSDM/2020

Tingkat 2;




No. JUDUL SOP KODE SOP

37. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar | 37/SOP BKPSDM/2020
Calon Pegawai Negeri Sipil

38. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan | 38/SOP BKPSDM/2020
Pelatihan Kepemimpinan : Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama

39. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan | 39/SOP BKPSDM/2020
Pelatihan Kepemimpinan : Administrator

40. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan | 40/SOP BKPSDM/2020
Pelatihan Kepemimpinan : Pengawas

41. | Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis 41/SOP BKPSDM /2020

42. | Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional | 42/SOP BKPSDM/2020
Tertentu

43. | Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan | 43/SOP BKPSDM/2020
Diklat Di Perangkat Daerah

44. | Verifikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan | 44/SOP BKPSDM/2020
Pegawai;

45. | Pengajuan Penghargaan Satyalancana | 45/SOP BKPSDM/2020
Karyasatya;

46. | Pengajuan Pembuatan Kartu  Pegawai | 46/SOP BKPSDM/2020
(Karpeg);

47. | Pengajuan Karis/Karsu; 47/SOP BKPSDM /2020

48. | Pengajuan Kartu Peserta Taspen; 48/SOP BKPSDM /2020

49. | Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas | 49/SOP BKPSDM/2020
Usia Pensiun (BUP);

50. | Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda; 50/SOP BKPSDM/2020

S1. | Penerbitan SK Pensiun (APS-Diberhentikan | 51/SOP BKPSDM/2020
Dengan Hormat);

52. | Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif | 52/SOP BKPSDM/2020
(MDA-Tewas);

53. | Penerbitan SK Pensiun (APS-Cukup Masa | 53/SOP BKPSDM/2020
Pensiun);

54. | Penerbitan SK Pensiun (APS-Uzur / Sakit); 54 /SOP BKPSDM/2020

S55. | Penerbitan SK  Pemberhentian Dengan | 55/SOP BKPSDM/2020
Hormat Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

56. | Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP); 56/SOP BKPSDM/2020

S57. | Pengajuan Sk Petikan Ke 2/3 (Sk Pensiun | 57/SOP BKPSDM/2020

Hilang);




No.

JUDUL SOP

KODE SOP

58. | Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat | 58/SOP BKPSDM/2020
Bagi PNS

59. | Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang | 59/SOP BKPSDM/2020
Menjadi Anggota Partai Politik (usulan/
permohonan);

60. | Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang | 60/SOP BKPSDM/2020
Menjadi Anggota Partai Politik (temuan);

61. | Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian | 61/SOP BKPSDM/2020
Bagi PNS;

62 | Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara | 62/SOP BKPSDM/2020

(CLTN);
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‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 01/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP

PURW AKARTA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 122 tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Tata
Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami kewenangan dokumen-dokumen yang akan dilegalisasi

2. Memiliki kemampuan melakukan scanning dan pengoperasian komputer menggunakan
program excel

3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Kekeliruan kewenangan terhadap dokumen-dokumen yang akan dilegalisasi
2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




LEGALISIR DOKUMEN KEPEGAWAIAN KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 01/SOP BKPSDM/2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
ASN Pelaksana| Kasubbag Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan dokumen yang ( \ . . . . . maksimal 10
1 akan dilegalisir - ) | 0 | Fotokopi Dokumen kepegawaian S menit |Fotokopi Dokumen kepegawaian lembar
) 4 .
Memverifikasi dokumen fotokopi || O | / Dokumen Asli dan Fotokopi . . . DO.ku men asli
2 . . . . 5 menit |Fotokopi dokumen kepegawaian diserahkan
sesuai dokumen asli \ Fotokopi Dokumen kepegawaian .
kembali
3 Meregistrasi penerimaan Buku register, Data/fille register, 5 i | Registes Legalisir
dokumen legalisir E"j Fotokopi dokumen kepegawaian mentt Fotokopi dokumen kepegawaian
Membubuhk 1 | . ] Doku legalisi lah di
4 cmbubtihan stempel/cap Fotokopi dokumen kepegawaian 5 menit oLumen 'egans’T yans te !
format legalisir ‘rl | 0 | cap format legalisir
b 4
Memberikan tanda tangan pada 0 / Dokumen legalisir yang telah di .. |Dokumen legalisir yang telah
5 .. .. S menit | ..
cap legalisir \ cap format legalisir ditanda tangan
. . - Dokumen legalisir yang telah - Registes Legalisir bernomor
Meregistrasi nomor atas A 4 . . . s .
6 .. ditanda tangan S menit |- Dokumen legalisir yang telah di
dokumen legalisir | | . .
- Buku register legalisir tanda tangan
- Buku Register legalisir
7 |Menyerahkan dokumen legalisir I I - Dokumen legalisir yang telah di S menit |Tanda terima
tanda tangan
- Tanda Terima legalisir
. v g
8 fg e:lgig;;mpkan dokumen ( ) - Dokumen legalisir yang telah di S menit |Arsip Dokumen legalisir
& tanda tangan




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP : 02/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2028===-_

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA ¥A. S.IP..S.AN.. MM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TYTITIEY Y T
82005011008
FORM {%EGAWAI (PENGUSULAN

NAMA SOP °  FORMASI KEBUTUHAN ASN)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Mengetahui SOP Penyusunan Formasi Pegawai

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu mengoperasikan aplikasi e-Formasi dari Kemenpan
4. Mampu berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian perangkat daerah
S. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office
6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta

Peta Jabatan

Formasi Jabatan Fungsional Kabupaten Purwakarta
Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

1. Form penyusunan laporan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Memperhatikan prosedur pengisian data di eformasi Kemenpan supaya
sesuai dengan datanya.

Memperhatikan verifikasi berkas persyaratan yang sesuai dengan
formasi yang di butuhkan

Melakukan verifikasi jumlah PN'S dan jumlah usulan PN'S yang di
ajukan oleh masing-masing perangkat daerah, harus sesuai dengan
jumlah standar PNS untuk Daerah

- Data tersinkronisasi dengan SAPK, dan tersimpan di database Kemenpan

- Dilakukan update apabila ada perubahan data

- Pengarsipan secara manual dan elektronik

- Disusun tiap 5 tahun sekali dan di rincian per tahunnya

- Diusulkan tiap tahun, dan bila ada perubahan usulan dilakukan pada bulan April
tahun sebelumnya




PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI (PENGUSULAN FORMASI KEBUTUHAN ASN)
Nomor : 02/SOP BKPSDM /2020

Pembina Kepegawaian

ASN

ASN

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN i i Ket
Kepala L L Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan | Pengadaan
Mendisposisi Surat Edaran Pengusulan ,l ,l Surat Edaran Pengusulan Formasi . L.
! Formasi Kebutuhan ASN dari Kemenpan & RB ( )_ I_ | Kebutuhan ASN dari Kemenpan & RB Disposisi Surat
1 hari
\ 4
9 Melakukan koordinasi dengan bagian |::| Surat Edaran Penyusunan Formasi dari Surat undangan/Nota
Organisasi Sekretariat Daerah Kemenpan & RB Dinas; Surat Edaran
er ]
3 |Membentuk Tim eFormasi | |4_ Surat Edaran Penyusunan Formasi dari 1 hari |SK Tim
Kemenpan & RB
. v
4 Me.nger.ltry data p.emangku jabatan dalam [j Data Pemangkl.l Jabatan Pelaksana dan 90 hari | Data Elektronik
aplikasi eFormasi Jabatan Fungsional
A
Membuat surat untuk pengusulan ASN ke I }—”‘ ‘ Hasil analisa jabatan dan analisa beban .
) .. . 1 hari [Surat Edaran
perangkat daerah kerja jabatan di perangkat daerah
| y |<_ ‘ A 4 ‘ Data Pemangku
6 Memven.ﬁkam data usulan formasi kebutuhan > Surat Usulan Formasi Kebutuhan ASN 9 hari Jabatan Pelaksana
ASN dari perangkat daerah dan Jabatan
Fungsional
. . v :
7 MeI.'ekapltulam Data usulan kebutuhan ASN =|—] Surat Usulan Formasi Kebutuhan ASN 1 hari Usulan formasi
dari perangkat daerah L Perangkat Daerah
v
Mencetak dan memproses penetapan surat . Dokumen Uslan
8 |usulan untuk di tandatangani oleh Pejabat Q] Draft surat Usulan Formasi Kebutuhan 3 hari |Formasi Kebutuhan




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN : : Ket
Kepala Bl B Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan | Pengadaan
Mengirimkan data-data usulan formasi | Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan . Data Usulan Formasi
9 . . . . 1 hari |[Kebutuhan ASN
kebutuhan ASN melalui aplikasi eFormasi | ASN .
—P‘ ‘ elektronik
| |
v L1 Drat Buku Formasi
10 [Menyusun buku Formasi Pegawai | |4-—>‘ ‘ Rekapitulasi usulan formasi pegawai 20 hari Pegawai
. A 4 .

11 Mempr(?ses pengesahan buku Formasi | | I:] Buku Formasi yang telah di paraf 1 hari Buku F.ormam
Pegawai Pegawai
Mendokumentasikan Dokumen Usulan “ Buku Formasi; Surat Usulan Formasi Buku Formasi

12 »( ) ; 1 hari |Pegawai dan

Formasi Kebutuhan ASN

Kebutuhan ASN

Dokumen Lainnya




NOMOR SOP :  03/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020

; TGL. REVISI

WIBAWA KARTA RAHARJA P———
TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2020~ 17 0 T

Kepala gaviaal, dan Pengembangan
'Q usia
DISAHKAN OLEH BKDCH
H. A D A /8.IP.,S.AN., MM
o 0 YR
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA YW AR R257A005011008
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NAMA SOP PENERBITAN SURAT KEPU AN JABATAN
PELAKSANA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PN'S

3. Permenpan No. 41 Thn 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

4. Keptusan Bupati Purwakarta No. 067/Kep.554-Ortala/2020 tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta Tahun 2020

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta
- Formasi Jabatan Fungsional Kabupaten Purwakarta
- Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harrus sesuai dengan formasi jabatan
pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian;
- Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji kompetensi.

- Di simpan sebagai data manual
- Dilakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN JABATAN PELAKSANA
Nomor : 03/SOP BKPSDM /2020

URAIAN KEGIATAN

MUTU BAKU

Kepala

Kabid
Pengadaan

Kasubbid
Pengadaan

Pelaksana

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana dari
perangkat daerah dan mendisposisi

—

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Disposisi Surat

1 hari
Y
9 Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar / Surat usulan penetapan Rekomendasi penetapan
pendidikan pemangku jabatan pelaksana AN jabatan pelaksana jabatan pelaksana
\ 4
3 Membuat surat penolakan penetapan jabatan | |———>| | Rekomendasi penetapan Surat Penolahan penetapan
pelaksana jabatan pelaksana jabatan pelaksana
1 hari
4 Membuat dan memproses petikan surat keputusan ;I |___>‘ ‘ Rekomendasi penetapan SK Penetapan Jabatan
penetapan jabatan pelaksana I jabatan pelaksana Pelaksana
\ 4
5 Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan | |———>‘ ‘ SK Penetapan Jabatan Daftar penverahan dokumen
Pelaksana ke Perangkat Daerah Pelaksana peny!
1 hari
A
6 |Dokumentasi C:) SK Penetapan Jabatan SK Penetapan Jabatan

Pelaksana

Pelaksana




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 04/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

I Kepebaw

waian dan Pengembangan

/& Sumb ava danusia
f/ < \
DISAHKAN OLEH ‘
EP_SUPRIYATPNA, S.IP.,S.AN., MM
[3 W'.
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA — Awm 4182005011008
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NAMA SOP PENERBITAN SURAT KE}XJTUSAN PEGAWAI
HONORER (PTT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian

2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012 tentang
Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta
- Formasi Jabatan Fungsional Kabupaten Purwakarta
- Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan catatan kedispilinan PTT APBN tahun sebelumnya
- Penempatan honorer juga sesuai dengan formasi jabatan pelaksana

- Di simpan sebagai data manual
- Dilakukan update apabila ada perubahan data
- Verifikasi berkas




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI HONORER (PTT)
Nomor : 04/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output
Mengeluarkan Surat Edaran . .
1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke CD_—P:'——P:'——PE Surat Edaran 3 hari Eifst]:];:l(\:l/[a;zrllgf r:;:)jan
semua perangkat daerah P
Menerima surat dan merekapitulasi A Surat Edaran terbit dari Rekapitulasi Data usulan
2 |usulan perpanjangan Kontrak pegawai BKPSDM Kabupaten 1 hari |perpanjangan Kontrak pegawai
honorer (PTT) P honorer (PTT)
Memverifikasi data usulan \ 4 E::fl?:liu;:iiariSsiig?;gat?rtlan
3 |perpanjangan Kontrak pegawai honorer | I PD dan daftar ke ku%‘angan & 1 hari |Berkas sesuai persyaratan
(PTT) berkasnya
Memproses penetapan SK tentang \ 4 Draft SK tentang Pengangkatan
4 |Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak |:|<——|:|4——| |<——| | D:fza;ist:;anai’r’ﬂ‘ef r;:ian 1 hari |Kembali Pegawai Tidak Tetap (
Tetap (PTT ) persy yanglengsap PTT)
S5 |Penyerahan SK Ke perangkat daerah =:|__>|:| Efgifﬂz%ﬁggiiﬁ: tggr;g?;}l‘l) Daftar penyerahan SK
1 hari
: |
. SK Pengangkatan Kembali .
6 |Dokumentasi C: Pegawai Tidak Tetap (PTT ) Dokumentasi




NOMOR SOP 05/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020
TGL. REVISI

WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2020757

Kepala | Repegedyatan dan Pengembangan
// ‘({anus1a
DISAHKAN OLEH |\
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA R 2182 0351(1;1,1801(\)1;, i
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - \\. A .'
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
NAMA SOP PEGAWAIHONORER (PTT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thn 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi CPNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012 tentang
Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta
- Formasi Jabatan Fungsional Kabupaten Purwakarta
- Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan batas usia pemberhentian pegawi honorer (PTT)

- Di simpan sebagai data manual
- Dilakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER (PTT)
Nomor : 05/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output
Mengeluarkan Surat Edaran . .

1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke CD_—P:'——P:'——PE Surat Edaran 3 hari 1531;{1:; ]fﬁﬂa;zrllgff r:;;c) jan
semua perangkat daerah P
Menerima surat dan merekapitulasi A . . Rekapitulasi Data usulan

2 |usulan pemberhentian Kontrak pegawai 1531;{1:; ]fﬁﬂa;zrllgff r:tl:) jan 1 hari |pemberhentian Kontrak
honorer (PTT) P pegawai honorer (PTT)
Memverifikasi data usulan \ 4 . Rekapitulasi usulan

. . ] Berkas usulan pemberhentian . .

3 |pemberhentian Kontrak pegawai | dari masine-masine PD 1 hari |pemberhentian kontrak
honorer (PTT) & & pegawai honorer (PTT)
Memproses penetapan SK tentang A 4 Draft SK tentang

4 |PemberhentianPegawai Tidak Tetap |:|<——|:|4——| |<——| | D:fza;ist:;anai’r’ﬂ‘ef rlligaan 1 hari |PemberhentianPegawai Tidak
(PTT) persy yangengsap Tetap ( PTT)

8 |Penyerahan SK Ke perangkat daerah > :|__>|:| ?fiapli r;:f;;e(zs;‘l’?r)lPe gawat Daftar penyerahan SK

1 hari
: | |
9 |Dokumentasi ( ) SK PemberhentianPegawai Dokumentasi

Tidak Tetap (PTT)




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 06/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 Deseml;;(&@,@(b‘\ K,q\’\
Kep% , cgavaian dan Pengembangan

// %J afManusia

!
DISAHKAN OLEH H

\

Lo QT A, S.IP.,S.AN., MM
82005011008

NAMA SOP PENGADAM %IPIL NEGARA (ASN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PN'S

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.

3. Memahami aplikasi elektronik formasi dari Kemenpan & RB Mengetahui SOP
Pengadaan CPNS

4. Mengetahui formasi PNS yang telah di tetapkan

5. Mampu berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian perangkat daerah
6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta

- Formasi Jabatan Fungsional Kabupaten Purwakarta

- Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan
- Pelaksanaan ujian dengan system CAT

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harus sesuai formasijabatan pelaksana yang
telah di tetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian;

- Usulan pengadaan melalui aplikasi elektronik Formasi dari Kemenpan RB

- Pengarsipan secara manual dan elektronik

- Dilakukan setelah ada penetapan dari Kemenpan & RB mengenai jumlah
pengadaan CPNS tahun berjalan




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER (PTT)
Nomor : 06/SOP BKPSDM /2020

MUTU BAKU
Tim
No URAIAN KEGIATAN Kepala . Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Seleksi Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Daerah
Membentuk panitia Pengadaan ASN N . . . SK Panitia
1 dan Tim Penguji { ) > I——>| | Undangan; Daftar Hadir 1 hari PenerimaanCPNS
o T JaDatart; . JUITIELT
Membuat pengumuman secara lowongan Jabatan;c. unit kerja
terbuka melalui website dan pada penempatan;d. kualifikasi . Pengumuman
. .. A maksimal . .
2 |papan pengumuman menindaklanjuti A 4 pendidikan;e. alamat dan tempat 10 hari melalui website dan
pengumuman dari panitia seleksi I::' lamaran ditujukan;f. jadwal media lainnya
pusat tahapan seleksi; dan g. syarat yang
1. A 1a: 1ol 43 1
Menerima dan memverifikasi berkas ) Persyaratan sesuai dengan Berkas Lamaran van.
3 |lamaran; memisahkan yang MS dan < Peraturan Pemerintah No. 11 2 minggu MS yang
TMS Tahun 2017
Memasukkan berkas lamaran yang 4 Berkas lamaran
4 MS ke dalam database kepegawaian :| Berkas Lamaran yang MS 1 hari masuk dajcabase
kepegawaian
A Berita Acara Hasil
5] Mengadakan rapat tentang berkas :I Berkas lamaran yang MS 1 hari Seleksi Administrasi
lamaran
(Tahap I)
y .
6 Mengumumkan hasil Seleksi Berita Acara Hasil Seleksi 1 min \F)’;erll)gsl;tr:i{:jrrlnitiia
Administrasi (Tahap I) Administrasi (Tahap I) gt .
lainnya
7 |Membagikan kartu ujian |f:| Daftar Hasil Seleksi Tahap I 1 hari |Kartu Ujian
Melakukan kerjasama dengan BKN
8 untuk. pelaksanaan ujian seleksi Kartu Ujian; KTP 1 hari |Perjanjian Kerjasama
Penerimaan CPNS menggunakan
sistem CAT
Melaksanakan Seleksi Tahap II Y
9 (Seleksi Kompetensi Dasar) dan Tahap |:l:| Kartu Ujian; KTP 1 hari Hasil Ujian Seleksi

IIT (Seleksi Kompetensi Bidang)
bersama Tim Seleksi Nasional

Kompetensi Dasar




MUTU BAKU

Tim
No URAIAN KEGIATAN Kepala . Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Seleksi Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Daerah
Mengumumkan Hasil Seleksi
10 Kompetensi Dasar (Seleksi Tahap II) Hasil Ujian Seleksi Kompetensi 1 min Hasil Ujian Seleksi
dan Seleksi Kompetensi Bidang Dasar geu Kompetensi Dasar
(Tahap III)
]
Membuat Usulan Nomor Induk Daftar Peserta yang lulus ujian
11 |Pegawai dan Meminta Persetujuan seleksi yang J 1 hari [Surat usulan NIP
Teknis dari BKN
Menerima Penetapan Nomor Induk
12 |Pegawai (NIP) dan menyampaikan »> |——>| | Surat usulan NIP - Surat Penetapan NIP
kepada CPNS ybs
Melaksanakan masa percobaan bagi <
13 CPNS selama 1 tahun | ] SK CPNS 1 tahun |SK CPNS
. . Telah lulus mengikuti Diklat Dasar .
Mengajukan pengangkatan menjadi . . . . Surat Usulan menjadi
14 PNS bagi CPNS ke BKN |::| bagi C].:‘NS, Sehat Jasmani dan 1 minggu PNS
Rohani
. g v
15 Menerima penetapag CPNS menjadi Surat Usulan menjadi PNS 1 hari |[SKPNS
PNS dan menyampaikan kepada ybs
16 |Mendokumentasi SK C} SK PNS 1 hari |SKPNS




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 07/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DesemberA TS

¢ awaian dan Pengembangan

;"I/’é .
DISAHKAN OLEH e BKPSD \
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA ;‘ ==
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA AR
NAMA SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN
DOKUMEN (KEPEGAWAIAN)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Pengangkatan CPNS
- Dokumen Penganggakatan PN'S

1. Form Surat Keputusan
3. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Pemeriksaan usulan penggantian dengan data kepegawaian pegawai harus
sangat teliti dari beberapa sumber data.

- Datakepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DOKUMEN (KEPEGAWAIAN)
Nomor : 07/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid | Kasubbid Kett
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Surat Keterangan dari Kepala Perangkat
( } | Daerah
Menerima surat permohonan surat 12{e Sl;f;;f terangan Kehilangan dari
1 |keterangan kehilangan dokumen 3 ?0 tocopy leealisir Dokumen 1 hari Disposisi Pimpinan
kepegawaian dan mendisposisi K.epegaW:iZln g
(sesuai dengan jenis dokumen yang
hilang)
Melakukan verifikasi berkas usulan Rekomendasi untuk
2 |surat keternagan kehilangan Y Surat Permohonan; dan berkas persyarata menerbitkan surat
dokumen kepegawaian | |_—>{ ‘ keterangan kehilangan
3 1 hari
3 Menyusun draft surat keterangan [ j Rekomendasi untuk menerbitkan surat E;i{;iu;i[ é{jﬁir;réian
kehlangan dokumen kepegawaian keterangan kehilangan kepe ga%vaian
Memproses penetapan surat Surat keterangan
4 |kete r};n an lli)e hlan pan dokumen | |<——{ |<———‘ I: Draft surat keterangan kehlangan kehlangan dokumen
Kepe axiaian & | dokumen kepegawaian kepegawaian yang
pes 1 sudah di tetapkan
Menyerahkan surat kete rangan Surat keterangan kehlangan dokumen . |Daftar penyerahan
5 |kehlangan dokumen kepegawaian kepegawaian yang sudah di tetapkan 1 hari dokumen
kepada PNS ybs peg yang P
A
6 |Mendokumentasikan dokumen ( ) Daftar penyerahan dokumen Arsip dokumen




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 08/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

1 Desember;&)Z‘&H Km.

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ~
PENGAJUAN PENGINPUTA DATA KEPEGAWAIAN
NAMA SOP (DATA BARU)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami peraturan yang terkait
2. Peraturan Pemenptah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 3. Tertib Administrasi dan K .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai e ministrasi dan fearsipan
Negeri Sipil. 4, Mampu mengoperasikan aplikasi SIMPEG

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Pengangkatan CPNS
- Dokumen Pengangkatan PNS

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penginputan Data Kepegawaian baru, harus sangat teliti

- Data kepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




PENGAJUAN PENGINPUTAN DATA KEPEGAWAIAN (DATA BARU)

Nomor : 08/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
FIP (Formulir Isian Pegawai)
2. Foto berwarna ukuran 3x4 berseragam
< ) PDH warna khaki beserta soft file berformat
JPG
3. SK CPNS
4. SKUMPTK
5. KTP
Menerima dokumen sesuai persyaratan 6. KIS
1 . persy . 7. NPWP 1 hari Disposisi Pimpinan
untuk penginputan data kepegawaian
8. SPMT
9. Akta Kelahiran
10. Akta Nikah/Cerai
11. Kartu Keluarga
12. Nomor Rekening Tabungan
13. ljazah/STTB
14. Transkrip Nilai Terakhir
15. Sertifikat Pelatihan Pendukung Lainnya
. L. A / . Rekomendasi untuk
2 |Mendisposisi dokumen | | ,l |__>| | Surat Pengajuan; dan berkas persyaratan memverifikasi dokumen
1 hari
3 Melakukan verifikasi keabsahan dan \ 4 Rekomendasi untuk memverifikasi Ef;l;:;;f 1:: jszlrlln;llku tan
kelengkapan dokumen yang dilampirkan | |__>| | dokumen data pengp
Melakukan penginputan data pada A 4 . . . .
4 aplikasi SIMPEG dan pengawasannya | I__>| | Data yang sudah di verifikasi Data pemutakhiran
. v .
5] Melakukan penginputan data pada _»l Data yang sudah di verifikasi 1 hari |Data pemutakhiran

aplikasi SAPK dan pengawasannya

Penginformasian rekapitulasi data
kepegawaian

Data pemutakhiran

Rekapitulasi Data
Kepegawaian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 09/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

P

TGL. EFEKTIF

1 Desemlﬁ@ﬁ)w KA% -

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
NAMA SOP PENGAJUAN PENGINPUTXN DATA KEPEGAWAIAN
(DATA PINDAHAN/MUTASI)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami peraturan yang terkait
2. Peraturan Pemenptah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 3. Tertib Administrasi dan K .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai e ministrasi dan fearsipan
Negeri Sipil. 4, Mampu mengoperasikan aplikasi SIMPEG

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Kepegawaian mutasi masuk kabupaten

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Pemeriksaan data kepegawaian harus sangat teliti sesuai dengan dokumen
yang sudah di tetapkan

- Datakepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




PENGAJUAN PENGINPUTAN DATA KEPEGAWAIAN (DATA PINDAHAN/MUTASI)
Nomor : 09/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
FIP (Formulir Isian Pegawai)
2. Foto berwarna ukuran 3x4 berseragam
< ’ PDH warna khaki beserta soft file berformat
JPG
3. SK CPNS
4. SKUMPTK
5. KTP
. 6. KIS
1 ll\ier;ezr;:ligzkumen perubahan data 7. NPWP 1 hari Dokumen perubahan
peg 8. SPMT
9. Akta Kelahiran
10. Akta Nikah/Cerai
11. Kartu Keluarga
12. Nomor Rekening Tabungan
13. ljazah/STTB
14. Transkrip Nilai Terakhir
15. Sertifikat Pelatihan Pendukung Lainnya
. . v . Rekomendasi untuk
2 |Mendisposisi dokumen | | 'l |_ N | | Surat Pengajuan; dan berkas persyaratan memverifikasi dokumen
1 hari
3 Melakukan verifikasi keabsahan dan A 4 Rekomendasi untuk memverifikasi ri?;:;lf 1:: j;;irglf;;{u tan
kelengkapan dokumen yang dilampirkan | |——>| | dokumen data
4 Me%aku.kan penginputan data pada Y Data yang sudah di verifikasi Pembaharuan data
aplikasi SIMPEG dan pengawasannya | |———>| |
S Me%aku.kan penginputan data pada Y Data yang sudah di verifikasi 1 hari |Pembaharuan data
aplikasi SAPK dan pengawasannya | |_——>| |
. . . . v . .
6 Penginformasian rekapitulasi data Data pemutakhiran Rekapitulasi Data

kepegawaian

Kepegawaian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 10/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

e

TGL. EFEKTIF 1 Desember 20287, 1,

Kepala,
/& nusia
DISAHKAN OLEH (
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA N 57912 (")351(1; 1,180%1;, o
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SN A DA
PENGAJUAN PERBATKAN/PEMUTAKHIRAN DATA
NAMA SOP PEGAWAINEGERI SIPIL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami peraturan yang terkait
2. Peraturan Pemenptah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 3. Tertib Administrasi dan K .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai e ministrasi dan fearsipan
Negeri Sipil. 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMPEG

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Kenaikan Pangkat

- Dokumen Perubahan Jabatan
- Dokumen Pensiun

- Dokumen Hukuman Disiplin

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Pemeriksaan data kepegawaian harus sangat teliti sesuai dengan dokumen
yang sudah di tetapkan

- Datakepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




PENGAJUAN PERBAIKAN/PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor : 10/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
FIP (Formulir Isian Pegawai)
2. Foto berwarna ukuran 3x4 berseragam
< ) PDH warna khaki beserta soft file berformat
JPG
3. SK CPNS
4. SKUMPTK
5. KTP
Menerima dokumen yang mengalami 6. KIS
1 erubahan status keye iwaiar% 7. NPWP 1 hari Disposisi Pimpinan
P peg 8. SPMT
9. Akta Kelahiran
10. Akta Nikah/Cerai
11. Kartu Keluarga
12. Nomor Rekening Tabungan
13. ljazah/STTB
14. Transkrip Nilai Terakhir
15. Sertifikat Pelatihan Pendukung Lainnya
. L. A 4 . Rekomendasi untuk
2 |Mendisposisi dokumen |::| _>| |__>| | Surat Pengajuan; dan berkas persyaratan memverifikasi dokumen
1 hari
Rekomendasi untuk
. . \ 4
3 Melakukan verifikasi keabsahgn dag | |__>| | Rekomendasi untuk memverifikasi dokumen melakukan penginputan
kelengkapan dokumen yang dilampirkan data
4 Me}aku.kan penginputan data pada v Data yang sudah di verifikasi Pembaharuan data
aplikasi SIMPEG dan pengawasannya | |———>| |
) Me%aku.kan penginputan data pada Y Data yang sudah di verifikasi 1 hari  |Pembaharuan data
aplikasi SAPK dan pengawasannya | |_——>| |
. . . . v . .
6 Penginformasian rekapitulasi data Data pemutakhiran Rekapitulasi Data

kepegawaian

Kepegawaian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 11/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 Desember 2020, = =

Kepalé Badah-Kepéga ¥aian dan Pengembangan
‘j/ p a Manusia
,'i/@ A\
DISAHKAN OLEH \
(< BKPSD
INA, S.IP.,S.AN., MM
N 182005011008
St IS -
KENAIKAN PANGKAT : PILNTHAN (JABATAN
NAMA SOP FUNGSIONAL)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—_

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PN'S

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

S R

Mampu mengoperasikan aplikasi MAN G ASEP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen perubahan jabatan fungsional
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kenaikan pangkat jabatan fungsional harus memperhatikan apakah harus
melakukan kenaikan jabatan fungsional terlebih dahulu, baik JF keterampilan
ataupun JF Keahlian

- Data kepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




KENAIKAN PANGKAT : PILIHAN (JABATAN FUNGSIONAL)
Nomor : 11/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Eett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
M bark t beritah iod
enye. aran su.ra pemberriaiiuan perioce Surat pemberitahuan dari BKN untuk . Surat pemberitahuan ke
1 |pengajuan kenaikan pangkat PNS ke seluruh ) Kk ik Kat 1 hari Kat d h
perangkat daerah enaikan pangka perangkat daera
SK Kenaikan Pangkat Terakhir; SK
\ 4 Jabatan Baru dan SK Jabatan Lama,;
. . . PAK Lama; PAK Baru; SKP 2 Tahun .
Menerima surat pengajuan usulan kenaikan . ; Surat pengajuan dan file
Terakhir; SK Pembagian Tugas 1 tahun .
2 |pangkat PNS dan persyarata dalam format . L. persyaratan kenaikan
. terakhir, Surat keterangan dari Pejabat
PDF dari perangkat daerah . pangkat PNS
yang berwenang apabila terdapat 1 hari
Permasalahan; Sertifikat Pendidik bagi
Jabatan Fungsional
A 4
3 |Mendisposisi surat ‘ }_ ‘ }_ Surat pengajuan kenaikan pangkat PNS Disposisi pimpinan
. . . Persyaratan kenaikan
Memverifikasi persyaratan kenaikan pangkat v . . .
4 PNS dalam format PDF ‘ _,{ ‘ File persyaratan kenaikan pangkat PNS 1 hari pangk.at yang telah
terverifikasi
5 Mengentry data PNS untuk pengusulan v Persyaratan kenaikan pangkat yang Data terunggah dalam
kenaikan pangkat dalam aplikasi SAPK telah terverifikasi aplikasi SAPK
1 hari
Mencetak nota usul dan surat pengantar v . . Hasil cetak nota usulan
6 kenaikan pangkat PNS dari aplikasi SAPK Data terunggah dalam aplikasi SAPK dan surat pengantar
Nota usul dan surat
Memproses penandatanganan surat pengantar .
. pengantar yang telah di
kenaikan pangkat PNS .
v tandatangani oleh :
7 Golongan II dan III oleh kepala BKPSDM Hasil cetak nota usulan dan surat 2 hari Ka BKPSDM
pengantar
Golongan IV/a dan IV/b oleh sekretaris ! Sekretaris Daerah
daerah I:j
Golongan IV/c ke atas oleh bupati Bupati




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN i i Kett
BII{{:’pSa;;al\‘II Pexlf;:;:an PI::Z:l;:fn Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
3 Men-scan surat pengantar dan nota usulan I Nota usul dan surat pengantar yang sHljlrS;}c scec;n ;r(l)tz"u:lrlll C‘l:lr;l h
yang telah di tandatangani telah di tandatangani . peng T yang
di tandatangani
Mengungggah surat pengantar dan nota
usulan dalam :
9 aplikasi MANG ASEP untuk golongan IV/b Y Hasil scan nota usul dan surat 1 hari |Data terunggah dalam
ke bawah pengantar yang telah di tandatangani aplikasi MANG ASEP
aplikasi DOKU DIGI untuk golongan IV/c Data terunggah dalam
ke atas aplikasi DOKU DIGI
Mengirimkan berkas fisik surat pengantar dan v . .
10ln0 tagusul untuk verifikasi dokuiengoleh tim Nota usul dan surat pengantar yang Tanda bukti pengiriman
kenaikan pangkat ke BKN Kanreg III telah di tandatangani berkas
Melakukan pengecekan dalam aplikasi MANG \ 4 Notif f[kaSl d?{la(lir.n k(i,tf{lk .
11|ASEP untuk persetujuan teknis (Pertek) Aplikasi MANG ASEP - IS\;IX;Gm:SS;P ! ?fkl ast
kenaikan pangkat yang telah di setujui . unt
Persetujuan Teknis
Mencetak SK Petikan kenaikan pangkat mulai \ 4 . . Hasil cetak SK Petikan
12|1 April atau 1 Oktober dari aplikasi MANG g;?msg ﬁfﬁ;ﬁ?;ﬁ?\?gligﬁzg angkat 1 hari kenaikan pangkat PNS gol
ASEP untuk golongan II, dan III P II. III
\ 4 i i
Mengambil dokumen SK kenaikan pangkat . . Hasﬂ. cetak SK Petikan
13 PNS golongan IV ke BKD Provinsi Surat Perintah Tugas 1 hari kenaikan pangkat PNS gol
v
v
Mendistribusikan SK Kenaik kat PNS ( } i
14 [Mendistribusikan enaikan pangka SK Petikan Kenaikan Pangkat PNS 1 hari Daftar penerimaan SK

melalui perangkat daerah

Kenaikan Pangkat




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 12/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI o
TGL. EFEKTIF 1 Desembes7Z00BH K4AX,
Ke palaBy nian dan Pengembangan
‘/ s” ’ & Pranusia
DISAHKAN OLEH . ‘
JP VA, S.IP.,S.AN., MM
WP./1879721 82005011008
NAMA SOP KENAIKAN PANGKAT : KPO (REGULER)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PN'S

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

o0k wh e

Mampu mengoperasikan aplikasi MANG ASEP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara yang dibuktikan dengan SK
Kenaikan Pangkat. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka proses pengurusan
Kenaikan Pangkat akan terhambat.

- Data kepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




KENAIKAN PANGKAT : KPO (REGULER)
Nomor : 12/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
M bark t beritah iod
enye. aran su.ra pemberraiiuan perioce Surat pemberitahuan dari BKN untuk . Surat pemberitahuan ke
1 |pengajuan kenaikan pangkat PNS ke seluruh ) Kk ik Kat 1 hari Kat d h
perangkat daerah enaikan pangka perangkat daera
SKP 2 Tahun Terakhir;
Menerima surat pengajuan usulan kenaikan v SK Kenaikan Pangkat Terakhir; Surat pengajuan dan file
2 |pangkat PNS dan persyarata dalam format Surat keterangan dari Pejabat yang persyaratan kenaikan
PDF dari perangkat daerah berwenang apabila terdapat pangkat PNS
Permasalahan 1 hari
A 4
3 |Mendisposisi surat ‘ }——»‘ }——} }——p{ Surat pengajuan Kenaikan pangkat PNS Disposisi pimpinan
. . . Persyaratan kenaikan
Memverifikasi persyaratan kenaikan pangkat v . . .
4 PNS dalam format PDF ‘ )___,{ ‘ File persyaratan kenaikan pangkat PNS 1 hari pangk.at yar.lg telah
terverifikasi
5 Mengentry data PNS untuk pengusulan v Persyaratan kenaikan pangkat yang Data terunggah dalam
kenaikan pangkat dalam aplikasi SAPK telah terverifikasi aplikasi SAPK
1 hari
v .
Mencetak nota usul dan surat pengantar . . Hasil cetak nota usulan
6 kenaikan pangkat PNS dari aplikasi SAPK Data terunggah dalam aplikasi SAPK dan surat pengantar
Nota usul dan surat
Memproses penandatanganan surat pengantar .
. pengantar yang telah di
kenaikan pangkat PNS X
v tandatangani oleh :
7 ggg]:g)ﬁl I, I, dan IIT oleh kepala Hasil cetak nota usulan dan surat 9 hari Ka BKPSDM
pengantar
Golongan IV/a dan IV/b oleh sekretaris .
v Sekretaris Daerah
daerah I:j
Golongan IV/c ke atas oleh bupati Bupati




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN i i Kett
BII{{:’pSa;;al\‘II Pexlf;:;:an PI::Z:l;:fn Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
3 Men-scan surat pengantar dan nota usulan Nota usul dan surat pengantar yang Ham}[ scan notta usul claln h
yang telah di tandatangani telah di tandatangani surat pengantar yang teia
di tandatangani
Mengungggah surat pengantar dan nota
usulan dalam :
9 aplikasi MANG ASEP untuk golongan IV/b 4 Hasil scan nota usul dan surat 1 hari |Data terunggah dalam
ke bawah pengantar yang telah di tandatangani aplikasi MANG ASEP
aplikasi DOKU DIGI untuk golongan IV/c Data terunggah dalam
ke atas aplikasi DOKU DIGI
Mengirimkan berkas fisik surat pengantar dan v . ..
10ln0 tagusul untuk verifikasi dokurpilengoleh tim Nota usul dan surat pengantar yang Tanda bukti pengiriman
kenaikan pangkat ke BKN Kanreg III telah di tandatangani berkas
Melakukan pengecekan dalam aplikasi MANG \ 4 Notfi f[kaSl d?{la(lir.n k(i,tf{lk .
11|ASEP untuk persetujuan teknis (Pertek) [j Aplikasi MANG ASEP - IS\;IX;Gm:SS;P ! ?fkl ast
kenaikan pangkat yang telah di setujui . un .
Persetujuan Teknis
Mencetak SK Petikan kenaikan pangkat mulai \ 4 . . Hasil cetak SK Petikan
12|1 April atau 1 Oktober dari aplikasi MANG g;?msg ﬁfﬁ;ﬁ?;ﬁ?\?gligﬁzg angkat 1 hari kenaikan pangkat PNS gol
ASEP untuk golongan I, II, dan III p I, I1. 11T
\ 4 i i
Mengambil dokumen SK kenaikan pangkat . . Hasﬂ. cetak SK Petikan
13 PNS golongan IV ke BKD Provinsi Surat Perintah Tugas 1 hari kenaikan pangkat PNS gol
v
v
Mendistribusikan SK Kenaik kat PNS ( } i
14 [Mendistribusikan enaikan pangka SK Petikan Kenaikan Pangkat PNS 1 hari Daftar penerimaan SK

melalui perangkat daerah

Kenaikan Pangkat




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 13/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 Desember/ZGR0

Kepalg

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NAMA SOP
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Pemeﬁptah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PN'S 2. Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai ’ o P pengop P geu ’
Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Pangkat PNS 5. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 | 6, Mampu mengoperasikan aplikasi MANG ASEP

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen perubahan jabatan fungsional
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Ujian Penyesuaian Ijazah

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara yang dibuktikan dengan SK
Kenaikan Pangkat. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka proses pengurusan
Kenaikan Pangkat akan terhambat.

- Datakepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




KENAIKAN PANGKAT : PENYESUAIAN IJAZAH
Nomor : 13/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Eett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Menye.barkan su.rat pemberitahuan periode Surat pemberitahuan dari BKN untuk . Surat pemberitahuan ke
1 |pengajuan kenaikan pangkat PNS ke seluruh . 1 hari
) kenaikan pangkat perangkat daerah
perangkat daerah y
SK Kenaikan Pangkat Terakhir
A 4 Ijazah, Porlap Dikti, Akreditasi dari BAN-
PT; Transkrip Nilai; Tanda Lulus Ujian
Menerima surat pengajuan usulan kenaikan Dinas; Surat Ijin Belajar; Uraian tugas Surat pengajuan dan file
2 |pangkat PNS dan persyarata dalam format lama dan tugas baru di tandantangani persyaratan kenaikan
PDF dari perangkat daerah oleh Eselon II; SKP 2 Tahun Terakhir; pangkat PNS
Surat keterangan dari Pejabat yang 1 hari
berwenang apabila terdapat
Permasalahan
A 4
3 |Mendisposisi surat ‘ }_ > ‘ }_ > I:|_—>I;| Surat pengajuan kenaikan pangkat PNS Disposisi pimpinan
v Pers i
. . . yaratan kenaikan
Memverifikasi persyaratan kenaikan pangkat . . .
>
4 PNS dalam format PDF ‘ }—— ‘ ‘ File persyaratan kenaikan pangkat PNS 1 hari pangk.at yang telah
terverifikasi
v
5 Mengentry data PNS untuk pengusulan Persyaratan kenaikan pangkat yang Data terunggah dalam
kenaikan pangkat dalam aplikasi SAPK telah terverifikasi aplikasi SAPK
1 hari
A 4
Mencetak nota usul dan surat pengantar [ . . Hasil cetak nota usulan dan
6 kenaikan pangkat PNS dari aplikasi SAPK Data terunggah dalam aplikasi SAPK surat pengantar
v Nota usul dan surat
Memproses penandatanganan surat pengantar Hasil cetak nota usulan dan surat . .
T 4——|
7 kenaikan pangkat PNS oleh kepala BKPSDM ‘ ‘ _{ ‘ pengantar 2hari  |pengantar y gng telah di
tandatangani
" Hasil scan nota usul dan
Men-scan surat pengantar dan nota usulan Nota usul dan surat pengantar yang
8 surat pengantar yang telah

yang telah di tandatangani

telah di tandatangani

di tandatangani




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
9 Mengungggah surat pengantar dan nota Hasil scan nota usul dan surat ) Data terunggah dalam
usulan dalam aplikasi MANG ASEP pengantar yang telah di tandatangani 1 hari aplikasi MANG ASEP
4
Mengirimkan berkas fisik surat pengantar dan . ..
. . . Nota usul dan surat pengantar yang Tanda bukti pengiriman
10 |nota usul untuk verifikasi dokumen oleh tim telah di tandat . berk
kenaikan pangkat ke BKN Kanreg III clah di tandatangant ereas
v e
Melakukan pengecekan dalam aplikasi MANG Nomﬁklg Zl dalﬁzn ko&i{ng rat
11 |ASEP untuk persetujuan teknis (Pertek) Aplikasi MANG ASEP - masux di apigast
kenaikan pangkat yang telah di setujui ASEP untuk Persetujuan
pangkat yang J Teknis
. . . v
12 Il/lzn(;_itzgil{l Fgﬁf;ir; fg;ﬁliaﬁk};i?i{i;rgulal [j Data SK petikan kenaikan pangkat 1 hari Hasil cetak SK Petikan
A SE}))P P dalam aplikasi MANG ASEP kenaikan pangkat PNS
v
Mendistribusikan SK Kenaik kat PNS { } i
13 en IS. ribustean cnafian pangka SK Petikan Kenaikan Pangkat PNS 1 hari Dafta.r penerimaan SK
melalui perangkat daerah Kenaikan Pangkat




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 14/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

«
33

1 Desemberg%@';

1an dan Pengembangan
anusia

DISAHKAN OLEH
ATVA, S.IP.,S.AN., MM
19791974§2005011008
NAMA SOP KENAIKAN PANGKAT : PILI\IAN (JABATAN

STRUKTURAL)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—_

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PN'S

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

S R

Mampu mengoperasikan aplikasi MAN G ASEP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen perubahan jabatan struktural
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kenaikan pangkat jabatan fungsional harus memperhatikan apakah harus
melakukan kenaikan jabatan fungsional terlebih dahulu, baik JF keterampilan
ataupun JF Keahlian

- Data kepegawaian di SIMPEG Kabupaten Purwakarta
- Datadi sinkronisasikan dengan SAPK




KENAIKAN PANGKAT : PILIHAN (JABATAN STRUKTURAL)
Nomor : 14/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
M bark t beritah iod
enye. aran su.ra pemberraiiuan perioce Surat pemberitahuan dari BKN untuk . Surat pemberitahuan ke
1 |pengajuan kenaikan pangkat PNS ke seluruh ) Kk ik Kat 1 hari Kat d h
perangkat daerah enaikan pangka perangkat daera
SKP 2 Tahun Terakhir;
Menerima surat pengajuan usulan kenaikan v SK Kenaikan Pangkat Terakhir; Surat pengajuan dan file
2 |pangkat PNS dan persyarata dalam format Surat keterangan dari Pejabat yang persyaratan kenaikan
PDF dari perangkat daerah berwenang apabila terdapat pangkat PNS
Permasalahan 1 hari
A 4
3 |Mendisposisi surat ‘ }——»‘ }——} }——p{ Surat pengajuan Kenaikan pangkat PNS Disposisi pimpinan
. . . Persyaratan kenaikan
Memverifikasi persyaratan kenaikan pangkat v . . .
4 PNS dalam format PDF ‘ _,{ ‘ File persyaratan kenaikan pangkat PNS 1 hari pangk.at yang telah
terverifikasi
5 Mengentry data PNS untuk pengusulan v Persyaratan kenaikan pangkat yang Data terunggah dalam
kenaikan pangkat dalam aplikasi SAPK telah terverifikasi aplikasi SAPK
1 hari
v .
Mencetak nota usul dan surat pengantar . . Hasil cetak nota usulan
6 kenaikan pangkat PNS dari aplikasi SAPK Data terunggah dalam aplikasi SAPK dan surat pengantar
Nota usul dan surat
Memproses penandatanganan surat pengantar .
. pengantar yang telah di
kenaikan pangkat PNS X
v tandatangani oleh :
7 Golongan III oleh kepala BKPSDM Hasil cetak nota usulan dan surat 9 hari Ka BKPSDM
t.
Golongan IV/a dan IV/b oleh sekretaris pengantar .
y Sekretaris Daerah
daerah
Golongan IV/c ke atas oleh bupati Bupati




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Eett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Hasil scan nota usul dan
Men-scan surat pengantar dan nota usulan Nota usul dan surat pengantar yang
8 . . . . surat pengantar yang telah
yang telah di tandatangani telah di tandatangani . )
di tandatangani
Mengungggah surat pengantar dan nota
usulan dalam :
v ) 1 hari
9 aplikasi MANG ASEP untuk golongan IV/b Hasil scan nota usul dan surat Data terunggah dalam
ke bawah pengantar yang telah di tandatangani aplikasi MANG ASEP
aplikasi DOKU DIGI untuk golongan IV/c Data terunggah dalam
ke atas aplikasi DOKU DIGI
. . v
Mengirimkan berka§ ﬁSIk. surat pengantar d an Nota usul dan surat pengantar yang Tanda bukti pengiriman
10 |nota usul untuk verifikasi dokumen oleh tim telah di tandataneani berkas
kenaikan pangkat ke BKN Kanreg III g
Melakukan pengecekan dalam aplikasi MANG \ 4 Notif f[kaSl d?{la(lir.n k(i,tf{lk .
11 |ASEP untuk persetujuan teknis (Pertek) Aplikasi MANG ASEP - surat masux ci ap.ikast
. . . MANG ASEP untuk
kenaikan pangkat yang telah di setujui . .
Persetujuan Teknis
Mencetak SK Petikan kenaikan pangkat mulai \ 4 . . Hasil cetak SK Petikan
12 |1 April atau 1 Oktober dari aplikasi MANG Data SK p.etlkailn kenaikan pangkat 1 hari kenaikan pangkat PNS gol
dalam aplikasi MANG ASEP
ASEP untuk golongan III I
\ 4 i i
13 Mengambil dokumen SK kenaikan pangkat S ¢ Perintah T 1 hari II;Iasﬂ.lc{etak SK}F{’e:i(;g )
PNS golongan IV ke BKD Provinsi urat Ferintah fugas an I\;}nal an pangka g0
v
Mendistribusikan SK Kenaik kat PNS ( } i
14 [Mendistribusikan enaikan pangka SK Petikan Kenaikan Pangkat PNS 1 hari Daftar penerimaan SK

melalui perangkat daerah

Kenaikan Pangkat




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 15/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 Desember 2028~

atd Lo N
»

DISAHKAN OLEH ‘
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA - { SIP.SAN. MM
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA . oA, B. 11,5 AR
: 42005011008
NAMA SOP MUTASI KELUAR PNS \
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi NS

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi MANG ASEP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi jabatan

- Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- Surat penerimaan dari Instansi Penerima

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi keluar yang di ijinkan setelah menerima surat penerimaan dari instansi
penerima

- Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi MANG ASEP




MUTASI KELUAR PNS
Nomor : 15/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
. . . Surat permohonan; surat butuh dari Surat permohonan dan
1 |Menerima permohonan mutasi dari ybs . . . .
instansi penerima persyaratan mutasi
1 hari
"
. . . Surat h d t . e
3 |[Mendisposisi surat permohonan mutasi <\ urat permohonhan dan persyaratan Disposisi pimpinan
/ mutasi
’
Y
4 |Menyusun surat penolakan mutasi PNS ‘ )—-’{ }_—" ‘ Disposisi Pimpinan Surat penolakan mutasi
1 hari
5 Menyu.sun surat rekomendasi persetujuan > _,‘:l__> Disposisi Pimpinan Surat re.komendasi.
mutasi PNS persetujuan mutasi
. v
M t ket tent: tidak . . . .
6 CIIPTOSES surat xeterangan tertang uaa Surat rekomendasi persetujuan mutasi |1 hari surat keterangan
mengalami hukuman disiplin dari inspektorat
7 Menyerahkan dokumen mutasi kepada ybs (/—": Surat rekomendasi dan surat 9 hari Daftar penerimaan SK

melalui perangkat daerah

keterangan

Kenaikan Pangkat




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 16/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

1 Desembe):AQQQH KA\ ‘

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NAMA SOP MUTASI MASUK PNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi PNS

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi MANG ASEP

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Formasi jabatan Kabupaten Purwakarta

- Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- Portofolio PNS ybs

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong.

- Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi MANG ASEP




MUTASI MASUK PNS
Nomor : 16/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid Kett
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
. Surat keterangan penerimaan dari perangkat
Mener.mla surat pe?rmoho.narll untuk daerah yang bersedia menerima mutasi ybs; . |Surat permohonan dan
1 |mutasi masuk dari ybs di tujukan ke . s . 1 hari
. jabatan yang akan di tuju sesuai dengan persyaratan
bupati formasi
v SK CPNS; SK PNS; ftcp KARPEG, SKP 2 Tahun
| }__>| }___>| |_ J Terakhir;
SK Kenaikan Pangkat Terakhir; SK tidak
2 |Mendisposisi Surat permohonan terkena hukuman disiplin; surat keterangan Disposisi pimpinan
tidak sedang tugas belajar; surat keterangan
bebas hutang piutang, surat keterangan
bebas temuan dari inspektorat
\ 4 i
3 Melakukan verifikasi berkas ‘ _,{ ‘ Disposisi Pimpinan dan berkas persyaratan 2 hari r‘iﬁﬁ:;? p:risﬁaeliz‘sn
persyaratan mutasi mutasi terveri ﬁiasig
,_J
Menyusun dan penandatanganan ¢
surat keterangan bersedia menerima . s Surat keterangan
aE |
4 dan jabatan yang akan di duduki ‘ ‘ _{ ‘ _{ ‘ Disposisi Pimpinan penerimaan mutasi
sesuai formasi
5 |Menyerahkan kepada ybs Ij Surat keterangan penerimaan mutasi E;f;?;r}zg;g irii}tl::i surat
“ Tambahan persyaratan: surat lolos dari .
. .. . . . s . |Persyaratan mutasi yang
6 |Menerima surat lolos dari instansi awal instansi awal, analisa jabatan sebelumnya, 1 hari telah terverifikasi
analisa jabatan yang dituju
v
7 Melakukan verifikasi berkas ‘ _>< ‘ Persyaratan mutasi yang telah terverifikasi 1 hari Data terunggah dalam

persyaratan mutasi

aplikasi SAPK




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid | Kasubbid Kett
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
3 Menyusun dan penandatanganan I
surat usulan mutasi | |<__( |<__( |<__( |
Mengunggah surat usulan mutasi
dalam aplikasi SAPK :
Mutasi Antar Kabupaten dalam v
9 Provinsi ditujukan ke BKD Provinsi I::l Surat Usulan Mutasi i:lr:; ispliilla{lzstierunggah
Mutasi Antar Kabupaten Antar Provisi
ditujukan ke BKN Regional III
Mutasi antar Lembaga/Pusat
ditujukan ke BKN Pusat 1 hari
10 Melakl.lkan scan berkas persyaratan ,:j Surat Usulan Mutasi File scan berkas .
mutasi persyaratan mutasi
Mengunggah file persyaratan mutasi :
Mutasi dalam Provinsi di unggah dalam v file teruneeah dalam
11 |aplikasi MANG ASEP [] File scan berkas persyaratan mutasi aplikasi g8
Mutasi antar Provinsi dan Antar
Lembaga di unggah dalam aplikasi
emutasi Kemendagri
'
12 [Menerima SK Mutasi dai BKD Provinsi ’:] SK Mutasi SK Mutasi
1 hari
v . . .
13 [Menyerahkan SK Mutasi kepada ybs Q Data SK petikan kenaikan pangkat dalam Daftar penerimaan SK

aplikasi MANG ASEP

Mutasi




NOMOR SOP : 17/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI
WIBAWA KARTA RAHARJA
TGL. EFEKTIF : 1 Desember 20/25'“_‘{“;}‘ N

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA R :
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA =
NAMA SOP : PENCANTUMAN GELAR \
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pencantuman gelar PN'S

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.

1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3 3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Tugas/Ijin Belajar 1. Form Surat Keputusan

- Dokumen Kelulusan di Perguruan Tinggi 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pencantuman Gelar hanya untuk PNS golongan III - Data disimpan manual




PENCANTUMAN GELAR
Nomor : 17/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid | Kasubbid Kett
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Izin/Tugas Belajar; Surat Keterangan
. . Belajar; [jazah, Transkrip; Prlab Dikti Surat pengajuan dan file
Menerima surat pengajuan pencantuman ( | L
1 . . ) |dan Akreditasi, P2K selama 2 tahun persyaratan
gelas dari ybs melalui perangkat daerah —T1 ) .
terakhir; SK KP terakhir; dokumen pencantuman gelar
dalam format PDF
v 1 hari
2 |Mendisposisi surat |——>| |——>‘ }——b{ ‘ Surat pengajuan pencantuman gelar Disposisi pimpinan
. . Persyaratan
Memverifikasi persyaratan pencantuman .
3 File persyaratan pencantuman gelar pencantuman gelar yang
gelar dalam format PDF . .
telah terverifikasi
Draft surat pengantar
4
4 Mfi??igg d;ifz:rl:tfrtn};;ngeiZEar ‘ _»{ ‘ Surat permohonan pencantuman gelar pengajuan
penga P g pencantuman gelar
Memproses pena.ndatanganan surat v Draft surat pengantar pengajuan Surat Pengantar
5 |pengantar pengajuan pencantuman gelar [j encantuman selar pengajuan
oleh kepala BKPSDM p g pencantuman gelar
\ 4 .
[j Hasil scan Surat
6 Men-scan surat pengantar dan dokumen Surat pengantar pengajuan 2 hari |Pengantar pengajuan
persyaratan pencantuman gelar pencantuman gelar pencantuman gelar yang
telah di tandatangani
v
7 Mengirimkan berkas fisik surat pengantar [j Surat pengantar pengajuan Tanda bukti pengiriman
ke BKN Kanreg III pencantuman gelar berkas
Mengungggah dokumen persyaratan . .
8 |pencantuman gelar dalam aplikasi MANG File persyaratan pencantuman gelar File terunggah di

ASEP

aplikasi MANG ASEP




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid | Kasubbid Kett
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pengecekan dalam aplikasi . .
MANG ASEP untuk notifikasi surat Notlff[kasz d?{lzr}’l k(i,tf{lk X
9 |keterangan persetujuan pencantuman Aplikasi MANG ASEP - surat masux ci ap.ikast
. . MANG ASEP untuk
gelar yang telah di tandatangani oleh t ket
kepala BKN surat keterangan
Mencetak surat keterangan persetujuan v Data surat keterangan persetujuan Hasil cetak surat
10 |pencantuman gelar dari aplikasi MANG [j pencantuman gelar dalam aplikasi 1 hari keterangan persetujuan
ASEP MANG ASEP pencantuman gelar
Mendistribusikan SK Kenaikan pangkat Y surat keterangan persetujuan . Daitar penerimaan §urat
11 { } 1 hari keterangan persetujuan

PNS melalui perangkat daerah

pencantuman gelar

pencantuman gelar




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP : 18/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 1 Desember ?V@AH Kh‘

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERBAIKAN DAN PENGGA TAN SURAT KEPUTUSAN
NAMA SOP KENAIKAN PANGKAT
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat PN'S
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Kenaikan Pangkat

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Usulan Perbaikan dan penggantian SK kenaikan pangkat harus diperiksa dengan
teliti, untuk dokumen kepegawaian yang akan di perbaiki/dganti sesuai dengan
data-data pada dokumen yang asli

- Data disimpan manual




PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
Nomor : 18/SOP BKPSDM /2020

MUTU BAKU Ket
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Menerima permohonan Surat pengajuan dan file
. P . Ftcp SK Kenaikan Pangkat terkait; surat . |persyaratan
1 |perbaikan/penggantian surat . . . . 1 hari . .
: keterangan kehilangan dari kepolisian perbaikan/penggantian
keputusan kenaikan pangkat .
SK kenaikan pangkat
2 |Mendisposisi surat | 8 |——>| |——>‘ }——b{ ‘ Surat pengajuan perbaikan/penggantian Disposisi pimpinan
P SK kenaikan pangkat P punp
Memverifikasi berkas persyaratan ¥ Disposisi pimpinan; berkas persyaratan Persyaratan
. . persy . ‘ }—_"’{ ‘ P . pimp i P y perbaikan/penggantian
3 |perbaikan/penggantian SK kenaikan perbaikan/penggantian SK kenaikan .
anckat anckat SK kenaikan pangkat
pang pang yang telah terverifikasi
1 hari
Menyl.lsun drafjc surat keterangan v Persyaratan perbaikan/penggantian SK Drat s.urat keterangan
4 |perbaikan/kehilangan surat ‘ }——b{ ‘ Kkenaikan panekat vane telah terverifikasi perbaikan/kehilangan
keputusan kenaikan pangkat pang yang SK kenaikan pangkat
Memproses penandatanganan surat v
keterangan perbaikan/kehilangan . . Hasil cetak nota usulan
5 surat keputusan kenaikan pangkat [j Data terunggah dalam aplikasi SAPK dan surat pengantar
oleh kepala BKPSDM
2 hari
Menyerahkan surat keterangan \ 4
6 perbaikan/kehilangan surat ( surat keterangan perbaikan/kehilangan Bukti serah terima

keputusan kenaikan pangkat kepada
ybs

surat keputusan kenaikan pangkat

dokumen




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 19/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA >
NAMA SOP PERBAIKAN MA TIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN CPNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PN'S

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat PN'S
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Dokumen Pengangkatan CPNS

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Usulan Perbaikan dan penggantian SK pengangkatan CPNS harus diperiksa
dengan teliti, untuk dokumen kepegawaian yang akan di perbaiki/dganti sesuai
dengan data-data pada dokumen yang asli

- Data disimpan manual




PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS
Nomor : 19/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU Ket
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubbid
BKPSDM Pengadaan | Pengadaan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
. . Surat pengajuan dan file
Menerima permohonan b Ftcp SK pengangkatan CPNS terkait; ersvaratan
1 |perbaikan/penggantian surat keputusan surat keterangan kehilangan dari P y. .
perbaikan/penggantian SK
pengangkatan CPNS kepolisian pengangkatan CPNS
o |Mendi L v Surat pengajuan perbaikan/penggantian Di s
endisposisi surat N > N SK pengangkatan CPNS 1 hari isposisi pimpinan
. . A 4 . s Persyaratan
Memverifikasi berkas persyaratan ‘ )___’{ ‘ Disposisi pimpinan; berkas persyaratan perbaikan /penggantian SK
3 |perbaikan/penggantian SK pengangkatan perbaikan/penggantian SK
pengangkatan CPNS yang telah
CPNS pengangkatan CPNS . .
terverifikasi
Menyusun draft surat pengantar v Persyaratan perbaikan/penggantian SK Drat surat pengantar
4 |perbaikan/kehilangan surat keputusan ‘ }__»{ ‘ pengangkatan CPNS yang telah perbaikan/kehilangan SK
pengangkatan CPNS terverifikasi pengangkatan CPNS
1 hari
Memproses penandatanganan surat Drat surat pensantar Surat pengantar
5 pengantar perbaikan/kehilangan surat A 4 erbaikan /}i{e hgilan an SK peneanckatan perbaikan/kehilangan SK
keputusan pengangkatan CPNS oleh SPN S & pengang pengangkatan CPNS yang telah di
kepala BKPSDM tandatangani
Mengirimkan surat pengantar dan berkas v Surat pengantar perbaikan /kehilangan
6 persyaratan untuk perbaikan/kehilangan SK peneanckatan CPNS vane telah di 1 hari Bukti serah terima/pengiriman
surat keputusan pengangkatan CPNS ke tanga tagn agni yang dokumen
BKN Regional &
4
7 Menerima surat keterangan tentang surat surat keterangan tentang surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS dari BKN Regional pengangkatan CPNS pengangkatan CPNS
1 hari
/—"
Menyerahkan surat surat keterangan ( ] surat surat keterangan tentang
8 |tentang pengangkatan CPNS kepada ybs ! Bukti serah terima dokumen

melalui pernagkat daerah

pengangkatan CPNS




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 20/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP . PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan dalam jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
Negeri Sipil dan legdl drafting
3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. SOP diklat fungsional 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
perundang-undangan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL

Nomor : 20/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas L Lembar Disposisi .
2 S menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . l - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas 1 hari |Disposisi surat
perangkat daerah | 0 |
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah ’—| ) 4 Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta u / Disposisi surat 1 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Kepumsan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 4 hari . i
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
Meregistrasi nomor atas A 4 Surat Keputusan yang telah di
6 & L . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
dokumen legalisir | | .
Kepegawaian
I
7 |Menerima Surat Keputusan Surat Keputusan pengangkatan 10 menit Tanda Terima penyerahan
pertama JF SK
—
3 Mengarsipkan surat Surat Keputusan pengangkatan 10 menit Arsip Surat Keputusan

keputusan

pertama JF

pengangkatan pertama JF




NOMOR SOP : 21/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI : -

‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI

NAMA SOP PENYESUAIAN / INPASSING
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan dalam jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
Negeri Sipil dan legdl drafting

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP diklat fungsional 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

perundang-undangan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING
Nomor : 21/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
. . . - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas . mbar LUisposisi .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . . ‘ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |[Disposisisurat
perangkat daerah | 0 |
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah | 0 | /V Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
| E—
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
Meregistrasi nomor atas A 4 Surat Keputusan yang telah di
6 & . . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
dokumen legalisir | | .
Kepegawaian
I
Surat Keputusan pengangkatan .
. . ., |Tanda T h
7 |Menerima Surat Keputusan JF melalui 10 menit s;n a lefima penyerahan
inpassing/penyesuaian
—
. Surat Keputusan pengangkatan Arsip Surat Keputusan
M k t . . .
8 chgarsipran sura JF melalui 10 menit |pengangkatan JF melalui

keputusan

inpassing/penyesuaian

inpassing/penyesuaian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 22/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI T
TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH : J—
Kepgkaﬁaﬂw &gawaian dan Bengembangan

aya Manusia

He A PRININA, S.IP., SAN., MM
. %12182005011008

NAMA SOP

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI
PERPINDAHAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

1.
2.
3.

4.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses pengangkatan dalam jabatan fungsional

Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
dan legadl drafting

Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP diklat fungsional

1.
2.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

N

Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN
Nomor : 22/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
. . . - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas . mbar Uisposisi .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . . ‘ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |[Disposisisurat
perangkat daerah El
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah ’—| X Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta u / Disposisi surat 1 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat K tu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te'a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
7 |Menerima Surat Keputusan Surat Kepytusa.n pengangkatan 10 menit Tanda Terima penyerahan
JF melalui perpindahan SK
—
. Arsip Surat Keputusan
M k t Surat K tu kat. . .
3 engarsipkan sura urat Keputusan pengangkatan | o . pengangkatan JF melalui

keputusan

JF melalui perpindahan

perpindahan




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 23/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

-~ -

NAMA SOP :  PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan dalam jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
Negeri Sipil dan legdl drafting

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip

Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
j 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

—_

Ketidaktertiban proses pengusulan pemberhentian jabatan fungsional

. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 23/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
. . . - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas . mbar Uisposisi .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. L . ¢ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |Disposisi Surat
perangkat daerah El
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah | 0 | 4 Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat K tu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te'a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
7 |Menerima Surat Keputusan .Surat Keputu.san pemberhentian 10 menit Tanda Terima penyerahan
jabatan fungsional SK
—
. . Arsip Surat Keputusan
3 Mengarsipkan surat Surat Keputusan pemberhentian 10 menit |pemberhentian jabatan

keputusan

jabatan fungsional

fungsional




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 24/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
/*i berRaya Manusia
N

R a e b

NN
NAMA SOP : PENGANGKATAN REMBALI JABATAN FUNGSIONAL
.

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah

Negeri Sipil dan legdl drafting
3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip

Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
j 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

—_

Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan kembali jabatan fungsional

. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 24/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
. . . - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas . mbar Uisposisi .
2 S menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . ‘ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |[Disposisisurat
perangkat daerah E
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah I—l /" Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta u Disposisi surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Kepumsan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat Keputu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te-a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
7 |Menerima Surat Keputusan Surat K.ePutusan pengangkatan 10 menit Tanda Terima penyerahan
kembali jabatan fungsional SK
—
. Arsip Surat Keputu
3 Mengarsipkan surat Surat Keputusan pengangkatan 10 menit pZillganzliz tar?iimliiﬁ

keputusan

kembali jabatan fungsional

jabatan fungsional




NOMOR SOP : 25/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH : .
Kepalq; 11 Kepegawaian dan Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA ,
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA AT ¥A, S.IP., SAN., MM
WA A 312¥182005011008

NAMA SOP PENGANGKATAN JABATAN KUNGSIONAL DARI
KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan dalam jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
Negeri Sipil dan legdl drafting

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Diklat Fungsional 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

perundang-undangan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
Nomor : 25/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas L Lembar Disposisi .
2 S menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . * - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari I |4——| - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |Disposisi Surat
perangkat daerah E
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah I_l X Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta u / Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Kepumsan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat Keputu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te-a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
Surat Keputusan pengangkatan .
7 |Menerima Surat Keputusan jabatan fungsional dari 10 menit ';;nda Terima penyerahan
keterampilan ke keahlian
— p
Menearsiokan surat Surat Keputusan pengangkatan Arsip Su}iatt Keplu]tjuian
8 garsip jabatan fungsional dari 10 menit |Penganesatan jabatan

keputusan

keterampilan ke keahlian

fungsional dari
keterampilan ke keahlian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 26/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember2020 ___.___
DISAHKAN OLEH : 2T =

vaian dan Pengembangan
Daya Manusia

L
Kepaf B

WA, S.IP., SAN., MM
182005011008

NAMA SOP :  KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 3. Menyusun dokumen penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan tata naskah
Negeri Sipil dan legdl drafting
3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, | 4. Mengolah data dan arsip

Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
j 1. Buku Registrasi / file registrasi
} 2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

—_

Ketidaktertiban proses pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional

. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 26/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas s Lembar Disposisi .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . . * - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |Disposisi Surat
perangkat daerah IEI
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah Y Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta | O / Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat K tu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te'a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
7 |Menerima Surat Keputusan .Suljat Ke.)putusan ken.alkan 10 menit Tanda Terima penyerahan
jenjang jabatan fungsional SK
—
. . Arsip Surat K tu
Mengarsipkan surat Surat Keputusan kenaikan . r51p. ura} .e pu . san
8 L . . 10 menit |kenaikan jenjang jabatan
keputusan jenjang jabatan fungsional .
fungsional




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 27/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020

TGL. REVISI : S

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 20/9>*<AH KA\

DISAHKAN OLEH : 7 J atan dan Pengembangan

/S.IP., SAN., MM
005011008

NAMA SOP :  PENERBITAN SURAT 1ZIN SEL KSI TUGAS BELAJAR

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No, 04
TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan

telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data/aplikasi dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Tugas Belajar

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan tugas belajar

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

Hon

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT IZIN SELEKSI TUGAS BELAJAR
Nomor : 27/SOP BKPSDM/2020

Seleksi Tugas Belajar

Izin Seleksi Tugas Belajar

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari ., |Surat Rekomendasi dari
L BKPSDM @ Perangkat Daerah 5 menit Perangkat Daerah
. . y . . - Lembar Disposisi
Menerima berkas dari | | Surat Rekomendasi dari . . .
2 Perangkat Daerah (PD) Perangkat Daerah 5 menit |- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah
. . . ¢ - Lembar Disposisi
3 Nierzilslficséje]z_:l;kas dari I |<- I - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi Surat
p g IEI Perangkat Daerah
Memverifikasi dan menelaah ’_l ) 4 .
4 |surat rekomendasi beserta D / \ Disposisi Surat 2 hari I]:; ;iftsfll; Il;asti ?ik(::eBr:f:':r
lampiran \“/ E & J
) 4
Member.ikan pargf penetapan 0 | /\ Draft Surat Rekomendasi Izin . Draft Surat. Rekomenda.m
S |Surat Izin Seleksi Tugas \/ \_D‘ . . 1 hari |Izin Seleksi Tugas Belajar
. Seleksi Tugas Belajar .
Belajar A yang telah diparaf
Memberikan tanda tangan I—Dl /V Draft Surat Rekomendasi Izin Surat Rekomendasi Izin
6 |penetapan Surat Izin Seleksi Seleksi Tugas Belajar yang telah 1 hari |Seleksi Tugas Belajar yang
Tugas Belajar diparaf telah ditandatangan
. . . . Surat Rekomendasi Izin Seleksi Register Surat
Meregistrasi Surat Izin Seleksi . . . .
7 . Tugas Belajar yang telah 10 menit |Rekomendasi Izin Seleksi
Tugas Belajar . .
ditandatangan Tugas Belajar
| EE—
. . . s . Tanda Terima penyerahan
Menerima Surat Izin Seleksi Surat Rekomendasi Izin Seleksi . s
8 Tueas Belaiar Tueas Belaiar 10 menit |Surat Rekomendasi Izin
& J & J Seleksi Tugas Belajar
——
9 |Mengarsipkan surat &) Surat Rekomendasi Surat Izin 10 menit Arsip Surat Rekomendasi




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 28/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 Oktober 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH :

: a1an dan Pengembangan
y Manu51a

NAMA SOP . PENGUSULAN ’IMM

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

1.
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 5 Memahami proses pengusulan tugas belajar
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ) | 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Pferfetturan Pfemerlntah No: 99 Tahun 2000 tentang Ken.a1kan Pangkat Pegawai Negeri 4. Mengolah data/aplikasi dan arsip
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 04
Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Menteri PAN-RB No. B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang BUP Maksimal
Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen,& PNS serta PNS Izin Belajar
6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan
telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Penerbitan Surat 1zin Seleksi Tugas Belajar 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses pengusulan tugas belajar 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENGUSULAN TUGAS BELAJAR
Nomor : 28/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas ., |Surat Rekomendasi dan
1 )] 5 menit
BKPSDM 7'y persyaratan berkas persyaratan
. . . - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Y Surat Rekomendasi dan berkas . mbar Uisposisi .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
. . . . ‘ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari - Surat Rekomendasi dan berkas | 2 hari |[Disposisisurat
perangkat daerah El
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah I—l ) 4 Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta O / Disposisi surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang
Memproses penetapan Surat . |telah di tanda tangan
5 penetapan dan Draft Surat 2 hari . .
Keputusan Pejabat Pembina
Keputusan |
Kepegawaian
. . Surat K tu telah di
Meregistrasi Surat Keputusan A 4 urat sepu Sar,l yang te'a . ! . .
6 . tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan | | .
Kepegawaian
I
. . ., |Tanda Terima penyerahan
7 |Menerima Surat Keputusan Surat Keputusan Tugas Belajar | 10 menit SK
—
M ipk t . ., |Arsip Surat K tu
8 ehgarsipran sira Surat Keputusan Tugas Belajar | 10 menit rsip Surat heputusan

keputusan

Tugas Belajar




NOMOR SOP 29/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020
TGL. REVISI
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF Ol Desember 2@2-&- .
DISAHKAN OLEH \awaian dan Pengembangan
B\ aya Manusia
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA f:éosdls%ifggs’ MM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A
NAMA SOP PENERBITANMZ’IN$ELEKSI IZIN BELAJAR
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses penerbitan surat izin seleksi izin belajar

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri : : .

e ) : . 4. Mengolah data/aplikasi dan arsip

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No, 04

TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.

B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas

Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar
6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan

telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Penerbitan Surat Izin Belajar 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses penerbitan surat izin seleksiizin belajar 1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SURAT IZIN SELEKSI IZIN BELAJAR
Nomor : 29/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari ., |Surat Rekomendasi dari
L BKPSDM @ Perangkat Daerah 5 menit Perangkat Daerah
v ) . L
Menerima berkas dari Surat Rekomendasi dari . Lembar Disposisi . .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah (PD) Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. . . ¢ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari I |4-—| | - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah IEI Perangkat Daerah
Memverifikasi dan menelaah I—l X . Lo
4 |surat rekomendasi beserta 0 <> IEI Disposisi surat 2 hari g;‘ailaflt.iurat Izin Seleksi Izin
lampiran )¢ J
) 4
5 Memberikan paraf penetapan | O / \ Draft Surat Izin Seleksi Izin 1 hari Draft Surat Izin Seleksi Izin
Surat Izin Seleksi Izin Belajar \A/ \_D‘ Belajar Belajar yang telah diparaf
. Y . S
Memberikan tanda.tangan . I—Dl / Draft Surat Izin Seleksi Izin . Sura.t Izin Seleksi Izin
6 |penetapan Surat Izin Seleksi Belaiar vane telah diparaf 1 hari |Belajar yang telah
Izin Belajar Jaryang P ditandatangan
7 Meregistrasi Surat Izin Seleksi Surat Izin Seleksi Izin Belajar 10 menit Register Surat Izin Seleksi
Izin Belajar yang telah ditandatangan Izin Belajar
| EE—
. . . Tanda Terima penyerahan
8 M.enenmla Surat Izin Seleksi Surat Izin Seleksi Izin Belajar 10 menit |Surat Izin Seleksi Izin
Izin Belajar Belajar
——
9 |Mengarsipkan surat &) Surat Izin Seleksi Izin Belajar 10 menit Igzslg;aiurat Izin Seleksi Izin




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 30/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2020

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 Desember 2020~
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No, 04
TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan I1zin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan

telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses penerbitan surat izin belajar
3.
4. Mengolah data/aplikasi dan arsip

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Penerbitan Surat Izin Seleksi Izin Belajar
- SOP fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II
- SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Upkp)

1.
2.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ketidaktertiban proses penerbitan surat izin belajar

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

N

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT IZIN BELAJAR
Nomor : 30/SOP BKPSDM /2020

o et Pelaksana Mutu Baku Keteranga
o. egiatan
E PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output n

Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari ., |Surat Rekomendasi dari

L BKPSDM @ Perangkat Daerah 5 menit Perangkat Daerah
. . A 4 . . - Lembar Disposisi

Menerima berkas dari Surat Rekomendasi dari . . .

2 Perangkat Daerah (PD) EZI Perangkat Daerah 5 menit |- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah
. . . * - Lembar Disposisi

3 Nierzilslficséje]z_:l;kas dari I |<- | - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi surat

p g€ IEI Perangkat Daerah

Memverifikasi dan menelaah ’—l X
4 |surat rekomendasi beserta u <> EI Disposisi surat 2 hari |Draft Surat Izin Belajar

lampiran A

O [ A

Memberikan paraf penetapan u! . . . |Draft Surat Izin Belajar

5 Surat Izin Belajar \A/ IEI Draft Surat Izin Belajar 1 hari yang telah diparaf
) 4

6 Memberikan tanda tangan | O | e Draft Surat Izin Belajar yang 1 hari Surat Izin Belajar yang

penetapan Surat Izin Belajar telah diparaf telah ditandatangan
7 |Meregistrasi Surat Izin Belajar Syrat lzin Belajar yang telah 10 menit |Register Surat Izin Belajar

ditandatangan
| EE—
8 |Menerima Surat Izin Belajar Surat Izin Belajar 10 menit Tanda 'Ijenma Penyerahan
Surat Izin Belajar
—

9 |Mengarsipkan surat &) Surat Izin Belajar 10 menit |Arsip Surat Izin Belajar




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 31/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 Desember 2020 ,(_‘*""" T
DISAHKAN OLEH Kepala 1 dan Pengembangan
4/, /Sumber D apusia
IP., SAN., MM
2005011008
NAMA SOP PENERBITAN SURAT ?ﬁ RANQAN BELAJAR

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

3. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat
Keterangan telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses penerbitan surat keterangan belajar
3.
4. Mengolah data dan arsip

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Upkp)
- SOP fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.I
- SOP fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.II

1.
2.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses penerbitan surat izin belajar

N

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR
Nomor : 31/SOP BKPSDM /2020

o et Pelaksana Mutu Baku et
o. egiatan eterangan
E PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output E
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari ., |Surat Rekomendasi dari
L BKPSDM @ Perangkat Daerah 5 menit Perangkat Daerah
. . A 4 . . - Lembar Disposisi
Menerima berkas dari Surat Rekomendasi dari . . .
2 Perangkat Daerah (PD) EZI Perangkat Daerah 5 menit ;S;I:gtkﬁkgiizg asi dari
. . . ‘ - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari I |4- | - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah | 0 |
Perangkat Daerah
Memverifikasi dan menelaah ’—l X
4 |surat rekomendasi beserta O <> IEI Disposisi surat 2 hari g;‘ailaflt.iurat Keterangan
lampiran X J
O [ A
Memberikan paraf penetapan u! . . |Draft Surat Keterangan
5 Surat Keterangan Belajar \A/ IEI Draft Surat Keterangan Belajar 1 hari Belajar yang telah diparaf
. ) 4
Memberikan tanda tangan | d | e Draft Surat Keterangan Belajar . |Surat Keterangan Belajar
6 |penetapan Surat Keterangan . 1 hari .
. yang telah diparaf yang telah ditandatangan
Belajar
7 Meregistrasi Surat Keterangan Surat Keterangan Belajar yang 10 menit Register Surat Keterangan
Belajar telah ditandatangan Belajar
| EE—
3 Me nerima Surat Keterangan Surat Keterangan Belajar 10 menit Tanda Terima penye ra.han
Belajar Surat Keterangan Belajar
—
9 |Mengarsipkan surat Surat Keterangan Belajar 10 menit Arsip Surat Keterangan

Belajar




NOMOR SOP 32/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI -
WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020_..ma-e..
DISAHKAN OLEH : Kepal E{@lk&“}d&@ gAwaian dan Pengembangan
VS e ’5\_ ra Manusia
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA {A. S.IP. SAN., MM
3 s D.1L., °
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nt )91\ 82005011008
NAMA SOP PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses perbaikan surat keputusan/perintah

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses perbaikan surat keputusan/perintah

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH

Nomor : 32/SOP BKPSDM/2020

No. Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbid

Kabid

Kaban

Kelengkapan

Waktu

Output

Keteranga
n

Menyerahkan berkas ke
BKPSDM

Surat Pengantar Perbaikan dari
Perangkat Daerah

5 menit

Surat Pengantar Perbaikan
dari Perangkat Daerah

Menerima berkas dari

Surat Pengantar Perbaikan dari

- Lembar Disposisi
- Surat Pengantar

5 it
2 Perangkat Daerah (PD) EZI Perangkat Daerah MO I perbaikan dari Pe rangkat
Daerah
. . . ‘ - Lembar Disposisi
Mend berkas d . . . . L.
3 eerznlslfe(l)ts(lisater:l; as dan - Surat Pengantar Perbaikan dari | 2 hari |Disposisi surat
P & E Perangkat Daerah
Memverifikasi, merevisi dan v
4 |mence tak berkas perbaikan O | / Disposisi surat 1 iam Surat Keputusan/Surat
Surat Keputusan/Surat P J Perintah
Perintah
Meregistrasi Surat . ., |Register Surat Surat
5 . Surat K tu Surat P tah | 10 t .
Keputusan/Surat Perintah urat Keputusan/Surat Perinta ment Keputusan/Surat Perintah
| EE—
Menerima Surat Tanda Terima penyerahan
6 . Surat Keputusan/Surat Perintah | 10 menit |Surat Keputusan/Surat
Keputusan/Surat Perintah Perintah
——
. . ., |Arsip Surat
7 |Mengarsipkan surat Surat Keputusan/Surat Perintah | 10 menit

Keputusan/Surat Perintah




NOMOR SOP 33/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF 01 Desember 2020 .
DISAHKAN OLEH Kepala B,;.rjzf ’K aian dan Pengembangan
/Qs arnbe mManusia
S/
f
\
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA H A~ IP.. SAN.. MM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA * N , oo 2
Nl WWR PO L8 ’ 005011008
PENGGANTIAN SURAT'"K‘EPUTUQAN/ PERINTAH JABATAN
NAMA SOP
FUNGSIONAL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses perbaikan surat keputusan/perintah

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4

. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses perbaikan surat keputusan/perintah

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 33/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku Keteranga
No. Kegiatan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output n
. . Surat Pengantar
1 Menyerahkan Surat Pengantar C\ Surat Pengantar Penggantian dari 5 menit |Penceantian dari Peranckat
Penggantian SK ke BKPSDM A—J Perangkat Daerah £8 &
Daerah
v - Lembar Disposisi
Menerima berkas dari Surat Pengantar Penggantian dari .. |- Surat Pengantar
5 t
2 Perangkat Daerah (PD) EZI Perangkat Daerah mett Penggantian dari Perangkat
Daerah
. . . ¢ - Lembar Disposisi
Mend berkas d . . . .
3 eerznlslfe(l)ts(lisater:l; as dan I |<-—| - Surat Pengantar Penggantian 2 hari |Disposisi surat
p g€ IEI dari Perangkat Daerah
Memverifikasi, dan menelaah v
4 dan menc.etak berkas u | / Disposisi surat 1jam |Surat Keterangan
penggantian Surat
Keputusan/Surat Perintah
S5 |Meregistrasi Surat Keterangan Surat Keterangan 10 menit |Register Surat Keterangan
| EE—
6 |Menerima Surat Keterangan Surat Keterangan 10 menit Tanda Terima penyerahan
Surat Keterangan
—
7 |Mengarsipkan surat &) Surat Keterangan 10 menit |Arsip Surat Keterangan




"WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 34/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2026~

DISAHKAN OLEH

¥NA, S.IP., SAN., MM
12182005011008

N\ N ] A .
FASILITASI PENYECERGG.
KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

N UJIAN PENYESUAIAN
NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.0Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2.0Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.0Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002

4.0Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

5.0SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan 193/Sek.LAN/8/1981
tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

1.0Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2.0Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan UPKP

3.0Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4.0Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.0SOP Pengusulan Tugas Belajar
2.0SOP Penerbitan Surat Izin Belajar

1.0Buku Registrasi / file registrasi
2.0Komputer dan Scanner
3.0ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.0Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan UPKP

2.0Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3.0Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

4.0OResiko kehilangan dan kerusakan arsip

1.0Di simpan sebagai data dan dokumen
2.0Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3.0Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
Nomor : 34/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat edaran Surat Pemberitahuan . Informasi jadwal
L enyelenggaraan UPKP enyelenggaraan UPKP L hari |pelaksanaan dan
peny &8 peny &8 persyaratan peserta
Menyerahkan berkas usulan
. . Surat Pengantar dan
UPKP melalui pengelola Surat Pengantar dan lampiran . .
2 . | 7 hari |lampiran berkas usulan
kepegawaian Perangkat A berkas usulan UPKP
UPKP
Daerah
. . . - Lembar Disposisi
Menerima berkas dari "—| Surat Pengantar dan lampiran .
3 Perangkat Daerah (PD) |_—| berkas usulan UPKP 7 hari |- Surat Pengantar dan
berkas usulan UPKP
\ 4 . L
- Lembar Disposisi
. .. . I P
4 Nierzilslficséje]z_:l;kas dari ] |<_ | - Surat Pengantar dan lampiran 1 hari |disposisi surat
P & berkas usulan UPKP
Hasil verifikasi :
O | <>: 1. memenuhi
Memverifikasi berkas usulan I—|D Disposisi Kepala Badan dan gei.s(}iraliatan,
5 |dan membuat daftar calon Kepala Bidang dan Berkas 1 hari |Hasil Verifikasi n;e;n:nuhi
peserta UPKP usulan UPKP
persyaratan
3. berkas tidak
lengkap
o |Jemesion ton memest i EEED N S D st (7o it clon
d
Menetapkan calon peserta | m] | . / Draft nominatif calon peserta . s
7 UPKP > UPKP 1 hari |Nominatif peserta UPKP
Mengumumkan calon peserta o . Surat Pemberitahuan
8 UPKP I:'EI Nominatif peserta UPKP 1 jam peserta UPKP
1]
. Informasi teknis UPKP
9 |Melaksanakan pembekalan [S;FJ)I;; Pemberitahuan peserta 1 hari |dan pembekalan
mindset/pola kerja




Informasi teknis UPKP dan . |Daftar Hadir
10 |Melaksanakan UPKP pembekalan mindset/pola kerja 2 hari keikutsertaan UPKP
Menerima hasil UPKP dari . . . |Berita Acara dan Hasil
11 pihak pelaksana Daftar Hadir keikutsertaan UPKP | 2 hari pelaksanaan UPKP
Memproses penetapan hasil Berita Acara dan Hasil . Daftar nominatif
12 UPKP elaksanaan UPKP 1 hari |kelulusan peserta dan
P STLUPKP
13 Mengumumkan kelulusan X Daftar nominatif kelulusan 1 iam i:;;t[??glb;;fa:;f;an
peserta UPKP peserta dan STLUPKP J . J 4
Kenaikan Pangkat
M.e.znenma Sura‘F Tanda [julus Surat Pemberitahuan hasil Ujian . Surat Tan.da Lulus.Ujlan
14 |Ujian Penyesuaian Kenaikan Penvesuaian Kenaikan Panekat 1 hari |Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPKP) 4 & Pangkat (STLUPKP)
Surat Tanda Lulus Ujian G{Slp iurat Tan.da Lulus
15 |Mengarsipkan surat Penyesuaian Kenaikan Pangkat | 10 menit Jjian renyesuaian

(STLUPKP)

Kenaikan Pangkat
(STLUPKP)




—_

Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan UPKP

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
perundang-undangan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

NOMOR SOP : 35/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

: TGL. REVISI e
'WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020 _oomeee

DISAHKAN OLEH : Kepala Badd i
// Q} umbe
‘!."J" @ g 7

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri .
. ) ) . 4. Mengolah data dan arsip
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
5. SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/ 1981 dan 193/Sek LAN/8/1981
tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Gubermur Jawa Barat No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas &
Ujian Penyesuaian Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jawa Barat
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengusulan Tugas Belajar 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. SOP Penerbitan Surat Izin Belajar 2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT I
Nomor : 35/SOP BKPSDM /2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat edaran Surat Pemberitahuan Informasi jadwal
1 |penyelenggaraan Ujian Dinas penyelenggaraan Ujian Dinas 1 hari |pelaksanaan dan
Tk.I Tk.I persyaratan peserta
Menyerahkan berkas usulan
.. . . . Surat Pengantar dan
Ujian Dinas Tk.I melalui Surat Pengantar dan lampiran . .
2 . | .. . 7 hari |lampiran berkas usulan
pengelola kepegawaian 4 berkas usulan Ujian Dinas Tk.I .. .
Ujian Dinas Tk.I
Perangkat Daerah
v - Lembar Disposisi
3 Menerima berkas dari | | Surat Pengantar .c.lan la.mplran Zhari |7 Surat Penganta.r. &
Perangkat Daerah (PD) berkas usulan Ujian Dinas Tk.I berkas usulan Ujian
Dinas Tk.I
A 4 - Lembar Disposisi
. . . |
4 Nierzilslficséje]z_:l;kas dari | |4' | - Surat Pengantar dan lampiran 1 hari |disposisi surat
P & berkas usulan Ujian Dinas Tk.I
Hasil verifikasi :
v 1. memenuhi
Memverifikasi berkas usulan O | / \: Disposisi Kepala Badan dan gei.s(}iraliatan,
5 |dan membuat daftar calon \/ | N | Kepala Bidang dan Berkas 1 hari |Hasil Verifikasi n;e;n:nuhi
peserta Ujian Dinas Tk.I usulan Ujian Dinas Tk.I
persyaratan
3. berkas tidak
lengkap
o [Memenios datrerer, (Lo S o kepaaans | e
. 0 .
7 Menetapkan calon peserta I_Dl . / Draft nominatif calon peserta 1 hari Nominatif peserta Ujian
Ujian Dinas Tk.I " Ujian Dinas Tk.I Dinas Tk.I
|
3 Mengumumkan calon peserta Nominatif peserta Ujian Dinas 1 iam Surat Pemberitahuan
Ujian Dinas Tk.I Tk.I ] peserta Ujian Dinas Tk.I
Informasi teknis Ujian
9 |Melaksanakan pembekalan Surat Pemberitahuan peserta 1 hari Dinas Tk.I dan

Ujian Dinas Tk.I

pembekalan
mindset/pola kerja




Melaksanakan Uiian Dinas Informasi teknis Ujian Dinas Tk.I Daftar Hadir
10 J dan pembekalan mindset/pola 2 hari |keikutsertaan Ujian
Tk.I . .
kerja Dinas Tk.I
Menerima hasil Ujian Dinas Daftar Hadir keikutsertaan Ujian . Berita Acara dafl Hasil
"1 11k I dari pihak pelaksana Dinas Tk.I 2 hari - |pelaksanaan Ujian
’ p p ’ Dinas Tk.I
Memproses penetapan hasil Berita Acara dan Hasil . Daftar nominatif ..
12 Ujian Dinas Tk.I elaksanaan Ujian Dinas Tk.I L hari kelulusan peserta Ujian
] : P ] : Dinas Tk.I dan STLUD
Mengumumkan kelulusan X Daftar norlr.unatl.f kelulusan . Surat Pemberitahuan
13 eserta Ujian Dinas Tk.I peserta Ujian Dinas Tk.I dan 1 jam hasil Ujian Dinas Tk.I
P ] ’ STLUD yang telah ditetapkan ] ’
14 Menerima Surat Tanda Lulus Surat Pemberitahuan hasil Ujian 1 hari Surat Tanda Lulus Ujian
Ujian Dinas Tk.I Dinas Tk.I Dinas Tk.I
.. . Arsip Tanda Lulus Ujian
15 |Mengarsipkan surat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas 10 menit |Ujian Dinas (STLUD)

(STLUD) Tk.IT

Tk.II




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

N

Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 36/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI - P
TGL. EFEKTIF 01 Desember 2020 < AH K4 s,
DISAHKAN OLEH Kepalr"‘ ; = #n dan Pengembangan
usia
UPRIATNY, S.IP., SAN., MM
2/1167912742005011008
NAMA SOP FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT II

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan 193/Sek.LAN/8/1981
tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas &
Ujian Penyesuaian Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jawa Barat

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4

. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.
2.

SOP Pengusulan Tugas Belajar
SOP Penerbitan Surat Izin Belajar

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT II
Nomor : 36/SOP BKPSDM/2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana| Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat edaran Surat Pemberitahuan Informasi jadwal
1 |penyelenggaraan Ujian Dinas penyelenggaraan Ujian Dinas 1 hari |pelaksanaan dan
Tk.II Tk.II persyaratan peserta
Menyerahkan berkas usulan
.. . . . Surat Pengantar dan
Ujian Dinas Tk.II melalui Surat Pengantar dan lampiran . .
2 . I .. . 7 hari |lampiran berkas usulan
pengelola kepegawaian 7'y berkas usulan Ujian Dinas Tk.II .. .
Ujian Dinas Tk.II
Perangkat Daerah
v - Lembar Disposisi
3 Menerima berkas dari | | Surat Pengantar dan lampiran Zhari |7 Surat Pengantar &
Perangkat Daerah (PD) berkas usulan Ujian Dinas Tk.II berkas usulan Ujian Dinas
Tk.II
\ 4 . .
. . . . I - Lembar Disposisi
4 Nierzilslficséje]z_:l;kas dari 1 |<— | | - Surat Pengantar dan lampiran 1 hari |disposisi surat
P & berkas usulan Ujian Dinas Tk.II
Hasil verifikasi :
v 1. memenuhi
Memverifikasi berkas usulan 0 | / \A Disposisi Kepala Badan dan gei.s(}iraliatan,
S |dan membuat daftar calon \/ N | 0 | Kepala Bidang dan Berkas 1 hari |Hasil Verifikasi n;e;n:nuhi
peserta Ujian Dinas Tk.II usulan Ujian Dinas Tk.II
persyaratan
3. berkas tidak
lengkap
o [Memerios datarceon, i g e T IR ot
. 0 .
7 Menetapkan calon peserta I_Dl . / Draft nominatif calon peserta 1 hari Nominatif peserta Ujian
Ujian Dinas Tk.II " Ujian Dinas Tk.II Dinas Tk.II
|
3 Mengumumkan calon peserta Nominatif peserta Ujian Dinas 1 iam Surat Pemberitahuan
Ujian Dinas Tk.II Tk.II J peserta Ujian Dinas Tk.II
Informasi teknis Ujian
9 |Melaksanakan pembekalan Surat Pemberitahuan peserta 1 hari Dinas Tk.II dan

Ujian Dinas Tk.II

pembekalan mindset/pola
kerja




Melaksanakan Ujian Dinas

Informasi teknis Ujian Dinas

Daftar Hadir

10 Tk.II dan pembekalan 2 hari |keikutsertaan Ujian Dinas
Tk.II . .
mindset/pola kerja Tk.II
11 Menerima hasil Ujian Dinas Daftar Hadir keikutsertaan 9 hari B;I:l ES{:EZZ?I(?;E&S;&S
Tk.II dari pihak pelaksana Ujian Dinas Tk.II '}I)‘k I J
Memproses penetapan hasil Berita Acara dan Hasil . Daftar nor{unatl.f kelulusan
12 Ujian Dinas Tk.II elaksanaan Ujian Dinas Tk.II 1 hari - |peserta Ujian Dinas Tk.II
] : P ] : dan STLUD
Mengumumkan kelulusan X Daftar norlr.unatl.f kelulusan . Surat Pemberitahuan hasil
13 eserta Ujian Dinas Tk.II peserta Ujian Dinas Tk.II dan 1 jam Ujian Dinas Tk.II
P ] ’ STLUD yang telah ditetapkan ] ’
14 Menerima Surat Tanda Lulus Surat Pemberitahuan hasil 1 hari Surat Tanda Lulus Ujian
Ujian Dinas Tk.II Ujian Dinas Tk.II Dinas Tk.II
15 |Mengarsipkan surat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas 10 menit Arsip Tanda Lulus Ujian

(STLUD) Tk.IT

Ujian Dinas (STLUD) Tk.II




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II

1. Disimpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip
NOMOR SOP 37/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020

; TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF 01 Desember 2028==-_
DISAHKAN OLEH Ay
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—_

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4.

Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Legalisir Dokumen Kepegawaian
2. SOP Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional

1. Buku Registrasi / file regi
2. Komputer dan Scanner

strasi

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Nomor : 37/SOP BKPSDM/2020

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Lembaga Perangkat Daerah
BKPSDM Pelatihan (Calon Peserta Kelengkapan Waktu Output
Terakreditasi Latsar)

Keterangan

Mengajukan Permohonan
Kerjasama dengan Lembaga

-

1. Surat Jawaban Kerjasama
2. Perjanjian Kerjasama

| j i d Lembaga Pelatih:
1 Pelatihan Terakreditasi terkait 0 Surat Permohonan Kerjasama 2 minggu Tei;llf:zi‘ ta? tiiia‘teljaAtI‘Sa:R
Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS rast !
CPNS
1. Surat J. ban Kerj
2 Do e | - 2 Poranyan Keosama cengan || Su e
CPNS Lembaga Pelatihan Terakreditasi ar J L ATSP§R CPNS
terkait LATSAR CPNS
1. Surat pemanggilan
t
3 Memanggil para Calon Peserta Evj Surat Pemberitahuan jadwal 2 hari 0 Surat gZifrl;ch Sekda
LATSAR CPNS pelaksanaan LATSAR CPNS dan. Daftar Peserta LATSAR
CPNS
Melengkapi semua dokumen — 1. Surat pemanggilan peserta Dokumen-dokumen
4 |dokumen sesuai persyaratan dari I—V 2.Surat Perintah Sekretaris Daerah |2 minggu rsvaratan Latsar CPNS
»
Lembaga penyelenggara Diklat | 0 ” 1 | dan Daftar Peserta LATSAR CPNS persy
Daftar P ta Lat
5 Memverifikasi dokumen — /‘ El Dokumen-dokumen persyaratan Latsar 1 mi aCSII:I Sez(;r ielihs ar
dokumen persyaratan CPNS mingsu Y 8
melengkapi persyaratan
A
6 Melaksanakan Pembekalan Calon | | Daftar Peserta Latsar CPNS yang telah 1 hari Daftar peserta pembekalan
Peserta LATSAR CPNS melengkapi persyaratan art Latsar CPNS
s A 4
Mengirimkan Calon Peserta Ej
. Daftar peserta Latsar CPNS & Surat Laporan pengusulan
7 |LATSAR CPNS ke Lembaga diklat Usulan Peserta Latsar CPNS 3 bulan peserta Latsar CPNS
penyelenggara
A 4
Menjemput Peserta LATSAR CPNS . |Laporan akhir pelaksanaan
| | Daft. ta Lat CPNS
8 ke Lembaga diklat penyelenggara attar peserta Latsar 1 hari peserta Latsar CPNS
A 4
M hkan S Tanda T E: Laporan akhir pelaksanaan peserta Latsar Tanda terima penyerahan
9 P engzl"i aél L;)ralt t'in aP am:it CPNS & Daftar peserta Latsar CPNS dan 1 . Surat Tanda Tamat
LZI’II‘SAIIQ (a:rfl)NSan clatiian Feserta Surat Tanda Tamat Pendidikan dan minggu Pendidikan dan Pelatihan
’ Pelatihan Peserta LATSAR CPNS. Peserta LATSAR CPNS.
Mengarsipkan Tanda Tamat {y . Arsip Surat Tanda Tamat
10 |Pendidikan dan Pelatihan Peserta ( > Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 2 hari Pendidikan dan Pelatihan

LATSAR CPNS.

Pelatihan Peserta LATSAR CPNS.

Peserta LATSAR CPNS.




NOMOR SOP 38/SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH S anwalan dan Pengembangan
Daya Manusia
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA :Z’OSOISI(’),IT(I)\(I)\JS’ MM
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LERGE ARAAN PENDIDIKAN DAN
NAMA SOP |
PELATIHAN KEI".I:u TiM PINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

4. Surat Edaran Nomor : 10/K.1/Hkm.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19)

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

. Memahami proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II

2
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4

. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. - 1. Buku Registrasi / file registrasi
9. - 2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

PN

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II
Nomor : 38/SOP BKPSDM /2020

s Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyusun daftar peserta PKN
. . X Daftar calon
1 Tangkat II yang akan ‘ ’ Data Pegawai 1 hari peserta PKN Tk.IT
diikutsertakan
1. Surat
A 4 Permohonan yang
Memproses penetapan calon | | Daftar calon . .
2 peserta PKN tk.II peserta PKN Tk.II 2 hari | ditetapkan Sekda
2. Daftar calon
peserta PKN Tk.II
Mengusulkan Calon Peserta Pe nn(l).h(s)lrllfrlf yang Surat jawaban
. \ 4 .

3 PKN tk:H de.znga.n pihak LAN RI ditetapkan Sekda| 2 hari . terkait
melalui aplikasi SIPENDAR Ej keikutsertaan
LAN 2. Daftar calon PKN tk II

peserta PKN Tk.II ’
Surat
[} — | | suratjavaban (nformast entan
4 Menerima jawaban dari Pihak terkait 1 hari Lembaca &
LAN terkait usulan PKN Tk.II keikutsertaan £
PKN tk II Penyelenggara,
’ Jadwal & Tempat
Pelaksanaan)
Melaksanakan kerjasama \ 4 Dokumen
5 |dengan pihak penyelenggara | | 2 minggu Perjanjian
(Lembaga Pelatihan) Kerjsama
Surat. Surat
Pemanggilan emanggilan dan
Menyiapkan teknis penyiapan v (Informasi tentang P g8
. . Surat Perintah
6 |pelaksanaan dan pemanggilan Lembaga 2 hari
Sekda untuk
peserta PKN Tk.II Penyelenggara, .
keikutsertaan
Jadwal & Tempat
PKN tk.II
Pelaksanaan)
Surat
. Surat
Pemanggilan emanggilan dan
Menginformasikan \ 2 (Informasi tentang P g8
. Surat Perintah
6 |penyelenggaraan PKN Tk.II Lembaga 2 hari
Sekda untuk
kepada calon peserta Penyelenggara, .
keikutsertaan
Jadwal & Tempat
PKN tk.II
Pelaksanaan)




Surat
pemanggilan dan

Berk
3 Menyerahkan persyaratan Surat Perintah 2 minggu | Pe rsyai; t:rsl PKN
yang telah ditentukan I< 0 Sekda untuk TkII
u keikutsertaan ’
PKN tk.IT
Daftar peserta
o |Memverifikasi berkas >/> Pers zi:t{:s kN | 2 par | PN tll yang
persyaratan \ Y TRIT sudah
’ terverifikasi
Mengirimkan berkas VL Berkas g;ﬁiﬁ{}}? szr:la
9 |persyaratan ke lembaga | | Persyaratan PKN 1 hari suc.lag &
penyelenggara diklat Tk.II terverifikasi
Melakukan registrasi ulang A F]’:)Kal\fltill; ?Iezi’l;e; F]’:)Kal\fltill; ?Iezi’l;e;
10 |oleh peserta ke lembaga | ) 1 hari : H-1
. yang sudah yang sudah daftar
penyelenggara diklat terverifikasi ulang
Daftar peserta
¥ PKN tk.II CPNS Laporan
11 |Mengikuti PKN Tk.II d h daft 4 bulan |pelaksanaan PKN
yang sudah daftar T
ulang
Menerima penverahan Laporan Daftar peserta
12 kembali pe};ertil PKN Tk.II pelaksanaan PKN| 1 hari PKN tk.II dan
) tk.II STTPP
| | Daftar peserta TanSlZ: e;[e’Ir‘la(liril((iii?(an
13 |Menyerahkan STTPP PKN Tk.II PKN tk.II dan 1 hari dan Pelatihan
STTPP PKN tk.IT
Su?t Ta?da Arsip Surat Tanda
. ama Lo
14 Mengarsipkan STTPP PKN Pendidikan dan 1 hari Tamat Pendidikan

Tk.II

Pelatihan PKN
tk T

dan Pelatihan PKn
tk.II




NOMOR SOP :  39/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

TGL. REVISI -

WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020-====n

DISAHKAN OLEH : Kepal aian dan Pengembangan
‘,"/ & ? Manusia
(< ‘
|
O
\

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA z’osolslz)ifggs’ MM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \
NAMA SOP FASILITASI PEN m-..uG’AR&AN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Administrator

4. Surat Edaran LAN Nomor : 10/K.1/Hkm.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19)

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. - 1. Buku Registrasi / file registrasi
9. - 2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

PN

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
Nomor : 39/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyusun daftar peserta PKA yang . . Daftar calon peserta

L akan diikutsertakan ( ) Data Pegawal 3 hari PKA
Memproses penetapan calon peserta - Daftar calon . 1. Surat Permohonan

2 1 hari 2. Daftar calon peserta
PKA peserta PKA

PKA
Mengusulkan permohonan kerjasama 1. Surat

3 dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan Permohonan 9 min Surat Jawaban dari
terkait Penyelenggaraan Pelatihan 2. Daftar calon ggu Lembaga Diklat
Kepemimpinan Administrator peserta PKA

1. Surat
Melaksanakan pengusulan Surat ,L Permohonan

4 Rekomendasi dari Badan | | rekomendasi 9 min Surat Rekomendasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Surat Jawaban ggu pelaksanaan PKA
Provinsi Jawa Barat dari Lembaga

Diklat
Melaksanakan kerjasama dengan Surat
Pihak Penyelenggara Pelatihan terkait y . . Perjanjian Kerjasama &
5] . Rekomendasi |2 minggu .
Penyelenggaraan Pelatihan Surat Pemanggilan
O .. pelaksanaan PKA
Kepemimpinan Administrator
i h 4
Menyampaikan §urat Surat Perintah
edaran/pemberitahuan ke Perangkat Surat . .

6 . 1 hari Sekretaris Daerah &
Daerah tentang penyelenggaraan Pemanggilan daftar peserta PKA
Pelatihan Kepemimpinan Administrator p

h 4 Surat Perintah Berkas Persyaratan
7 Melengkapi berkas persyaratan | ] Sekretaris Daerah 9 min adminis trasiy eserta
administrasi — H | & daftar peserta geu p
PKA
PKA
IEI S Berkas

8 |Memverifikasi berkas persyaratan Pe rs.ya}ratan. 2 hari Hasil verifikasi

administrasi

peserta PKA




Daftar Nominatif peserta

9 |Menetapkan calon peserta PKA Hasil verifikasi 1 hari PKA yang sudah
ditetapkan
Menyampaikan daftar nominatif peserta Daftar Nominatif . Daftar Nominatif peserta
10 ke lembaca diklat pemerintah peserta PKA yang| 1 hari PKA yang sudah
g p sudah ditetapkan didaftarkan
Melakukan registrasi ulang pada Daftir Dg;g;matlf Daftar Nominatif peserta
11 hee . &P peserta Yatg! 1 hari PKA yang sudah daftar
lembaga diklat pemerintah sudah wlan
didaftarkan &
v Daftar Nominatif
12 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan peserta PKA yang 3 bulan Laporan pelaksanaan
Kepemimpinan Administrator E'j sudah daftar PKA
ulang
13 Menerima penyerahan kembali peserta Laporan 1 hari Daftar peserta yang
PKA pelaksanaan PKA telah lulus PKA
Daftar peserta Surat Tanda Tamat
14 |Menyerahkan STTPP PKA yang telah lulus 1 hari Pendidikan dan
PKA Pelatihan PKA
Su?t Ta?da Arsip Surat Tanda
15 |Mengarsipkan STTPP PKA X a,m a 1 hari Tamat Pendidikan dan
Pendidikan dan

Pelatihan PKA

Pelatihan PKA




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP

40/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN

01 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

01 Desember 2020==~-

——

DISAHKAN OLEH : Ke 17 N
%‘ Su e?/\‘gya Manusia

waian dan Pengembangan

e
. ] *

'\a SEP SU NA, S.IP., SAN., MM
(/Q P 182005011008

NAMA SOP

FASILITASI PENYEELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

4. Surat Edaran LAN Nomor : 10/K.1/Hkm.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19)

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi diklat kepemimpinan pengawas (PKP)
3.
4. Mengolah data dan arsip

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. - 1. Buku Registrasi / file registrasi
9. - 2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi diklat kepemimpinan pengawas (PKP)
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

PN

1.
2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
Nomor : 40/SOP BKPSDM /2020

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
: g PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Menyusun daftar peserta PKP yang akan . . Daftar calon
1 diikutsertakan C) Data Pegawai 3 hari peserta PKP
v 1. Surat
2 |Memproses penetapan calon peserta PKP | | E:szi:;lgg 1 hari QP;I:;;};OCI;?SH
peserta PKP
Mengusulkan permohonan kerjasama 1. Surat
3 dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan Permohonan 9 min sgst[iiﬂs : e;n
terkait Penyelenggaraan Pelatihan 2. Daftar calon ggu Diklat 8
Kepemimpinan Pengawas peserta PKP
1. Surat
L Permohonan
Melaksanakan pengusulan Surat A rekomendasi Surat
4 |Rekomendasi dari Badan Pengembangan E:I 0. Surat Jawaban 2 minggu Rekomendasi
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat ’ dari Lembaga pelaksanaan PKP
Diklat
Melaksanakan kerjasama dengan Pihak y Surat Perjanjian
5 Penyelenggara Pelatihan terkait Rekomendasi |2 min. Kerjasama &
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan elaksanaan PKP ggu Surat
Pengawas P Pemanggilan
Menyampaikan surat v Surat Perintah
6 |° daran/pemberitahuan ke Perangkat Surat 1 hari Sekretaris Daerah
Daerah tentang penyelenggaraan Pelatihan Pemanggilan & daftar peserta
Kepemimpinan Pengawas PKP
v Surat Perintah Berkas
Melengkapi berkas persyaratan 1, Sekretaris Daerah . Persyaratan
7 administrasi E—l‘ O | & daftar peserta 2 minggu administrasi
PKP peserta PKP
IEI / Berkas
8 |Memverifikasi berkas persyaratan > \ > :;;:ﬁ Zil;z; 2 hari Hasil verifikasi
peserta PKP
\ 4
I— Daftar Nominatif
9 |Menetapkan calon peserta PKP Hasil verifikasi 1 hari | peserta PKP yang

sudah ditetapkan




Menyampaikan daftar nominatif peserta ke

Daftar Nominatif

Daftar Nominatif

10 . . peserta PKP yang| 1 hari | peserta PKP yang
lembaga diklat pemerintah sudah ditetapkan sudah didaftarkan
Daftar Nominatif Daftar Nominatif
11 Melakukan registrasi ulang pada lembaga |j peserta PKP yang 1 hari |P€ serta PKP yang
diklat pemerintah sudah sudah daftar
didaftarkan ulang
Daftar Nominatif
12 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan E‘]’j peserta PKP yang 3 bulan Laporan
Kepemimpinan Pengawas sudah daftar pelaksanaan PKP
ulang
13 Menerima penyerahan kembali peserta Laporan 1 hari Daftilrlpislerita
PKP pelaksanaan PKP an yang te:ah fuius
PKP
Daftar peserta Surat Tanda
14 |Menyerahkan STTPP PKP yang telah lulus 1 hari |Tamat Pendidikan
PKP dan Pelatihan PKP
Surat Tanda Arsip Surat Tanda
15 |Mengarsipkan STTPP PKP Ta,m at 1 hari |Tamat Pendidikan
Pendidikan dan

Pelatihan PKP

dan Pelatihan PKP




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP :  41/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

TGL. REVISI T

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020 ===~

DISAHKAN OLEH : Kepalay@é Keopéoh an dan Pengembangan
0/ Manusia

NAMA SOP :  FASILITASI PENYELE] a‘uARAN DIKLAT TEKNIS

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

4. Surat Edaran LAN Nomor : 10/K.1/Hkm.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19)

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. - 1. Buku Registrasi / file registrasi
9 - 2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

PN

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS

Nomor : 41/SOP BKPSDM /2020

s Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD KASUBBID KABID KABAN Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan kerjasama surat L
dengan Pihak Penyelenggara permohonan Perjanjian
L Pelatihan terkait C) perihal Kerjasama 2 minggu | Ker] ai;r:; ailsd ildat
Penyelenggaraan Diklat teknis diklat teknis
Menyampaikan surat L Surat
edaran/pemberitahuan ke 4 Perjanjian pemberitahuan
2 E:I Kerjasama diklat 1 hari
Perangkat Daerah tentang . penyelenggaraan
. . teknis ; .
penyelenggaraan diklat teknis diklat teknis
Surat
Membuat usulan Surat rekomendasi
3 permohonan/usulan Calon Y pemberitahuan 1 min Calon Peserta
Peserta untuk mengikuti Ej penyelenggaraan ggu untuk mengikuti
diklat teknis diklat teknis diklat teknis dari
Kenala Perangkat
v Surat
E_L rekomendasi Berkas
— 1" |
Melengkapi berkas O Calon Pe se.rta . . Pe rs.ya}ratan.
4 ersvaratan administrasi untuk mengikuti | 2 minggu administrasi
persy diklat teknis dari peserta diklat
Kepala Perangkat teknis
Daerah
IEI / Berkas
. . > Persyaratan
) B/ierr:x:rzii;jm berkas \> administrasi 2 hari Hasil verifikasi
persy peserta diklat
teknis
\4 Daftar Nominatif
¢ |Menetapkan calon peserta I:I__’:l__’:l Hasil verifikasi | 1hari | PcSertadiklat
diklat teknis teknis yang sudah
ditetapkan
. Daftar Nominatif Daftar Nominatif
Menyampaikan daftar . .
I peserta diklat . peserta diklat
7 |nominatif peserta ke lembaga . 1 hari .
diklat pemerintah teknis yang teknis yang sudah
sudah ditetapkan didaftarkan




Daftar Nominatif

Melakukan registrasi ulang peserta diklat Bukti Registrasi
8 |padalembaga diklat teknis yang 1 hari Ulang diklat
pemerintah sudah teknis
didaftarkan
Bukti Registrasi Laporan
9 |Mengikuti diklat teknis Ej Ulang diklat 1 bulan pelaksanaan
teknis diklat teknis
| Laporan Surat Tanda
10 Menyerahkan STTPP diklat elalfsanaan 1 hari Tamat Pendidikan
teknis p . . dan Pelatihan
diklat teknis X i
5 o] diklat teknis
uI’?&th? a Arsip Surat Tanda
11 Mengarsipkan STTPP diklat Pendidikan dan 1 hari Tamat Pendidikan
teknis . . dan Pelatihan
Pelatihan diklat

teknis

diklat teknis




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP .  42/SOP BKPSDM/2020
TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020
TGL. REVISI T - .
TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020 177> =5
- L
DISAHKAN OLEH Kepala % ¥dian dan Pengembangan
/& anusia
{f &
I
\
H S.IP., SAN., MM
N 32005011008
NAMA SOP FASILITASI PENYEL‘EWGGARAKN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengangkatan pertama jabatan fungsional
2. SOP Pengangkatan Jabfung melalui penyesuaian/inpassing
3. SOP Pengangkatan Jabfung melalui perpindahan

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
Nomor : 42/SOP BKPSDM /2020

s Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD KASUBBID KABID KABAN Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan kerjasama
. surat R
dengan Pihak Penyelenggara Perjanjian
. . permohonan . . .
1 |Pelatihan terkait ‘ ) . . 2 minggu | Kerjasama diklat
. perihal Kerjasama .
Penyelenggaraan diklat . . fungsional
. diklat fungsional
fungsional
Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke y Perjanjian Surat
2 |Perangkat Daerah tentang | | Kerjasama diklat 1 hari p};ilr;:lz E;agzl::;n
penye lenggaraan diklat fungsional diklat fungsional
fungsional
Surat
v rekomendasi
Membuat usulan Surat
| | . Calon Peserta
permohonan/usulan Calon pemberitahuan . . .
3 o 1 minggu | untuk mengikuti
Peserta untuk mengikuti penyelenggaraan . .
. . . . diklat fungsional
diklat fungsional diklat fungsional .
dari Kepala
Perangkat Daerah
v Surat
E_L rekomendasi Berkas
Melengkapi berkas — O | Calon Peserta Persyaratan
4 |persyaratan administrasi diklat untuk mengikuti administrasi
fungsional diklat fungsional peserta diklat
dari Kepala fungsional
Perangkat Daerah
IEI / Berkas
. . > Persyaratan
5] Nierr:‘:;;?;jm berkas \> administrasi Hasil verifikasi
persy peserta diklat
fungsional
\4 Daftar Nominatif
Menetapkan calon peserta :——»:——»: . . . peserta diklat
6 diklat fungsional Hasil verifikasi fungsional yang
sudah ditetapkan
. Daftar Nominatif Daftar Nominatif
Menyampaikan daftar . .
I peserta diklat peserta diklat
7 |nominatif peserta ke lembaga . .
diklat pemerintah fungsional yang fungsional yang
sudah ditetapkan sudah didaftarkan




Daftar Nominatif

Melakukan registrasi ulang peserta diklat Bukti Registrasi
8 |padalembaga diklat fungsional yang Ulang diklat
pemerintah sudah fungsional
didaftarkan
Bukti Registrasi Laporan
9 |Mengikuti diklat fungsional - Ulang diklat pelaksanaan
E,j fungsional diklat fungsional
I Laporan Surat Tanda
Menyerahkan STTPP diklat Tamat Pendidikan
10 . pelaksanaan .
fungsional diklat fungsional dan Pelatihan
diklat fungsional
v Su?;gi?da Arsip Surat Tanda
Mengarsipkan STTPP diklat . 1 Tamat Pendidikan
11 fungsional (D Pendidikan dan dan Pelatihan
Pelatihan diklat

fungsional

diklat fungsional




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

NOMOR SOP : 43/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

TGL. REVISI e

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020 J—

DISAHKAN OLEH : Kepala B A dDd ajan dan Pengembangan
/ ‘/@/gﬁ_r%\ ¥a Manusia

/S.IP., SAN., MM
005011008

(e

z“/f S, W\
\

J x
]

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA N A s B
NAMA SOP PENERBITAN SUWTDASI PERSETUJUAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT PI PERANGKAT DAERAH
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan Surat RekomendasiPersetujuan Penyelenggaraan Diklat Di
Perangkat Daerah

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
_ 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan

Penyelenggaraan Diklat Di Perangkat Daerah

w N

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DI PERANGKAT DAERAH
Nomor : 43/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD KASUBBID KABID KABAN Kelengkapan Waktu Output
1. Kerangka
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Diklat Surat permohonan
Membuat permohonan 2.Daftar usulan p .
. rekomendasi
1 |re komendasi penyelenggaraan C\‘ calon peserta 1 hari enveleneearaan
Pendidikan dan Pelatihan di e O] diklat di pehye €nes
diklat di Perangkat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
3.Nota
Kesepahaman
dan / Perjanjian
Keriasama
Menerima dan memverifikasi Surat
ermohonan rekomendasi permohonan Hasil verifikasi
P i El / rekomendasi .
2 |penyelenggaraan Pendidikan > 1 hari | berkas persyaratan
- . penyelenggaraan .. .
dan Pelatihan di Perangkat . . administratif
Daerah diklat di
Perangkat Daerah
. Hasil verifikasi Draft surat .
Membuat surat rekomendasi L rekomendasi
. . A berkas .
3 |penyelenggaraan diklat di | | 1 hari penyelenggaraan
persyaratan . .
Perangkat Daerah e . diklat di Perangkat
administratif
Daerah
Draft surat . Surat rekomendasi
Memproses penetapan surat rekomendasi
. . penyelenggaraan
4 |rekomendasi penyelenggaraan v penyelenggaraan 1 hari diklat di Peranckat
diklat di Perangkat Daerah | I__>| I_ diklat di &
Daerah
Perangkat Daerah
]
. Surat . Surat rekomendasi
Menyampaikan surat rekomendasi
. . penyelenggaraan
S5 |rekomendasi penyelenggaraan penyelenggaraan 1 hari diklat di Peranckat
diklat di Perangkat Daerah diklat di g
Daerah
Perangkat Daerah
Surat Arsip Surat
. A 4 rekomendasi rekomendasi
Mengarsipkan surat .
6 rekomendasi penyelenggaraan 1 hari penyelenggaraan
diklat di diklat di Perangkat
Perangkat Daerah Daerah




NOMOR SOP : 44/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 1 November 2020
TGL. REVISI
VA KARTA FAHARUR TGL. EFEKTIF : 1 Desember 202Q pH K4 S
Kepal@’/ﬁﬁ}rﬂ(—eﬁe%ﬂ ian dan Pengembangan
//& /" sumber usia

DISAHKAN OLEH
ADA KEPEC AW LA DA FENaEBANGAN SOMAER] NIF_57513180005011008 "
UMBER DAYA MANUSIA \J
NAMA SOP gg(l:iF;;,IZII\SI PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan TPP

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. Peraturan Bupati No. 275 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Memahami perhitungan TPP
4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Formasi Jabatan Kabupaten Purwakarta 1. Form Surat Keputusan
- Dokumen Validasi Kelas Jabatan Kemenpan & RB 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

3. Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Perhitungan TPP dari aplikasi harus teliti, karena berkaitan dengan pemotongan | - Data tersimpan elektronik dalam aplikasi TPP
TPP dari disiplin dan kinerja pegawai - Dokumen verifikasi di simpan manual




VERIFIKASI PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Nomor : 44/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kabid Kasubid Kasubid Kett
Kepala Pembinaan Pembinaan Kesejahteraan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Menerima dokumen pengajuan \ ) SP tim internal; BA verifikasi Tanda terima
1 |tambahan penghasilan pegawai internal; Rekap besaran kinerja 5 menit penyerahan dokumen
dari perangkat daerah manual; rekap besaran kehadiran pengajuan TPP
manual; rekap 100% manual; rekap
TPP sistem; Laporan kehadiran
pegawai (sistem); Rekap kinerja
. . (sistem); Suket Sakit; Suket cuti;
.4
Memverifikasi kglengkapan \ E] Suket/SP utk yg di hadirkan; Rekap Dokumen pengajuan
dokumen pengajuan tambahan . . . .

2 hasil i dari / e-Lapkin (akhir tahun); ftcp SK 15 menit TPP yang telah di
penghasiian pegawai darl Hukdis (bila ada) verifikasi
perangkat daerah

. . \ 4 :
Memverifikasi data — . . Data kehadiran/

3 |kehadiran/disiplin manual D ] | Dokul:len rekap kehadiran/disiplin 30 menit disiplin yang telah
dengan data di aplikasi TPP manu terverifikasi
Merekapitulasi data . N Rekapitulasi Data

Data kehad disipl telah
4 |kehadiran/disiplin dari aplikasi |_" ata 'e & '1ran/ 1Sipin yang te 45 menit kehadiran/ disiplin
< terverifikasi . -
TPP _ | dari aplikasi
Mencetak rekapitulasi data v ;Ials(ﬂ C,itik i Dat.
kehadiran dari aplikasi TPP dan — Rekapitulasi Data kehadiran/ . N ap'l ast . é a'
5 < ﬁ . . . 30 menit kehadiran/ disiplin
memproses penandatanganan _ | disiplin dari aplikasi .
. : Lo s yang telah di
oleh tim verifikasi bidang disipin .
tandatangani
\ 4
Meverifikasi data kinerja manual _|__—| L . Data kinerja yang telah

6 | Dok kap k al 30 t

dengan data di aplikasi TPP % oxumen rekap xinerja manu et terverifikasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kabid Kasubid Kasubid Kett
Kepala Pembinaan Pembinaan Kesejahteraan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Merekapitulasi data kinerja dari | L. . . . Rekapitulasi Data
7 aplikasi TPP Data kinerja yang telah terverifikasi 30 menit kinerja dari aplikasi
L ]
Mencetak rekapitulasi data Hasil cetak
kinerja dari aplikasi TPP dan Rekapitulasi Data kinerja dari . Rekapitulasi Data

8 . X 20 menit . . .
memproses penandatanganan aplikasi kinerja yang telah di
oleh tim verifikasi bidang kinerja tandatangani
Merekf';lpltl.llam data dlS'plhn' d@ Dokumen rekap disiplin dan kinerja ' R'el'<a}')1tu1a31 ]?ata.

9 |data kinerja (100%) dari aplikasi _ (100%) manual 30 menit disiplin dan kinerja
TPP g . ° dari aplikasi
Mencetak rekapitulasi data ;Iaill C,itik i Dat.
displin dan kinerja (100%) dan Y Rekapitulasi Data disiplin dan . 'e . aI,Dl wiast 'a a .

10 L . . 20 menit disiplin dan kinerja
memproses penandatanganan kinerja dari aplikasi .

. : . yang telah di
oleh tim verifikasi .
tandatangani
i \ 4
Memb'uat b'erlta'acarz'zl . Hasil cetak rekapitulasi data disiplin, . Berita acara verifikasi
11 |rekapitulasi hasil verifikasi R . . 30 menit
;i R L kinerja, dan 100% dari aplikasi TPP
bidang disiplin dan kinerja
M tak d
eer?afdatananann;in‘s)irr(i):: anra Berita acara verifikasi

12 P . 'g . . . Berita acara verifikasi TPP 10 menit TPP yang telah di
rekapitulasi hasil verifikasi tandat .
bidang disiplin dan kinerja andatangant
Menyerahkan dokumen

13 verifikasi yang telah di =( ) Berita acara verifikasi TPP yang telah 5 menit Daftar serah terima

tandatangani oleh tim verifikasi
kepada perangkat daerah

di tandatangani

dokumen




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 45/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 1 November 2020

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 Desember 203G
KepataBadin awaian dan Pengembangan
7 Sum >

gya Manusia

DISAHKAN OLEH ‘
NA, S.IP.,S.AN., MM
NI 197912182005011008
\
NAMA SOP PENGAJUAN PENGHARGAAN SATYALANCANA

KARYASATYA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Tahun 1994 tentang Tanda

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan penghargaan PNS
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Displin PNS 1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS
yang telah mengabdi selama 10, 20, 30 tahun. Jika SOP Pengurusan
Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya tidak dilaksanakan akan
menghambat pengurusan Penghargaan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil

- Buku Registrasipengurusan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan
- Disimpan sebagai data elektronik dan Manual




PENGAJUAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA

Nomor : 45/SOP BKPSDM /2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kett
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Penghargaan
Tanda Kehormatan Satya Prosedur ini
Lencana Karya Satya : didahului
1) Biodata; pengiriman Surat
Menerima pengajuan ( ) 2) SK CPNS; Berkas Pem-
pengaj 3) SK Terakhir; beritahuan ke
1 |Penghargaan Tanda Kehormatan permohonan dan
Satya Lencana Karya Satya 4) SK Jabatan; ersyaratannya SKPD. Berkas
ty 4 ty 5) Surat keterangan tidak pernah ) persy 4 diterima dan
dijatuhi hukuman sedang atau 1 hari dikumpul secara
berat; kolektif
6) P2K PNS terakhir
\ 4
2 |Mendisposisi surat pengajuan I__—l— —>| I——>| | Berkas permohonan dan Disposisi
| | persyaratannya
Memverifikasi berkas pengajuan A y . . 1 Konsep pengantar
3 |Tanda Kehormatan Satya Lencana | I——Pl | Disposisi; Berkas permohonan Jam usulan
dan persyaratannya . L.
Karya Satya Disposisi
L Draft surat dan
! 15 berkas usulan
4 |Melakukan scan berkas I:j Konsep surat dan berkas usulan . . . .
Menit Disposisi
Mengunggah file hasil scan I:l [‘L] usulan dan daftar
S |berkas dalam aplikasi SIOLA | Draft usulan dan daftar nominatif 1 hari nominatif siap

Kemendagri

permohonan penghargaan

dikirim Disposisi




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kett
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Mencetak hasil unggah data | Buku Registrasi, Psu}an dan . .
. # daftar nominatif . Paraf koordinasi
6 |pengajuan Tanda Kehormatan enchareaan 3 hari Disposis
Satya Lencana Karya Satya | penghatg P
Memproses paraf untuk surat
. \ 4
usulan pengajuan Tanda Berkas usulan dan daftar 1 Usulan penerima
7 |Kehormatan Satya Lencana Karya nominatif penerima penghargaan Hari enghargaan
Satya hasil cetak dari aplikasi P penghatg penghatg
SIOLA Kemendagri
Memproses penandatanganan
bupatll untuk surat usulan Penghargaan Tanda Kehormatan Tanda
g |pengajuan Tanda Kehormatan ;I_I Satya Lencana Karya Satya dari 1 Kehormatan Satya
Satya Lencana Karya Satya hasil Presiden 2 Hari Lencana Karya
cetak dari aplikasi SIOLA Satya
Kemendagri
Menerima pemberitahuan ¥ Tanda
mengenai penyelesaian Tanda Buku Register dan Berita Acara . Kehormatan Satya
9 . 1 hari
Kehormatan Satya Lencana Karya Serah Terima Lencana Karya
Satya Satya
. . Tanda
Mengambil Tanda Kehormatan v Buku Register Usulan 10 Kehormatan Satva
10 |Satya Lencana Karya Satya ke I:] penerimaan Penghargaan Satya Menit ty
Kemendagri Lencana Karya Satya Lencana Karya
g Ty ty Satya
‘ Daftar
A .
Mendistribusikan Tanda ( } per;zr;rél:an
11 |[Kehormatan Satya Lencana Karya 1 hari

Satya melalui perangkat daerah

Kehormatan Satya
Lencana Karya
Satya




NOMOR SOP :  46/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 1 November 2020
_ TGL. REVISI
JVBAHA KARTA RAHARIK TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2026="==

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — I}
NAMA SOP (I’If;‘ll;}l;ﬂEJ(gAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan pembuatan KARPEG

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SK pengangkatan PNS 1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KARPEG merupakan kartu yang harus di miliki oleh PNS sebagai kartu
identitas Pegawai Negeri Sipil Buku Registrasi Kartu Pegawai bagi PNS




PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Nomor : 46/SOP BKPSDM /2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Ket
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana | Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan Ftep SKN CPNS’. Ftep SK Surat dan berkas
. . PNS, STTPP Prajabatan: .
1 |pembuatan kartu pegawai dari .. . . 5 menit Permohonan pembuatan
legalisir; pas foto hitam putih .
perangkat daerah 0%3. 2 Ibr Kartu pegawai
\ 4 " h
. . . Berkas Permohonan . . -
. . Berkas persyaratan
Memverifikasi berlfas \ 4 Berkas Permohonan . pembuatan Kartu
3 |persyaratan pengajuan kartu . 1 hari .
. pembuatan Kartu pegawai pegawai yang telah
pegawai . .
terverifikasi
\ 4
melakukan scan pada berkas [ Berkas persy.aratan . Data File hasil scan
4 . . pembuatan Karis/Karsu 1 hari
pengajuan kartu pegawai . . berkas
yang telah terverifikasi
menvusun surat pengantar A 4 surat pengajuan dan berkas Surat Penganat dan
) M pengant :I<——|_| usulan pembuatan kartu 1 hari Daftar Nominatif yang
pengajuan kartu pegawai . .
pegawai sudah di paraf
Penandatanganan surat V_I Surat Penganat dan Daftar Surat Penganat dan
6 |pengantar pengajuan kartu | ;l_l | Nominatif yang sudah di 1 hari Daftar Nominatif yang
pegawai paraf sudah di tandatangani
y
mengunggah file persyaratan :|
7 dan surat pengantar pengajuan File scan berkas; surat data terunggah dalam
kartu pegawai pada aplikasi pengantar sistem MANG ASEP
MANG ASEP
1 hari
y
Mengirimkan berkas fisik surat
3 pengantar dan foto ybs untuk Surat pengantar, foto ybs, Tanda bukti pengiriman

III

pengajuan karpeg ke BKN Kareg

dan data terupload

berkas




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Ket
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana | Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Mengambil Kartu Pegawai ke . .
9 BKN Kanreg III Surat Perintah Tugas Kartu Pegawai
1 hari

10

Mendistribusikan kartu pegawai
melalui perangkat daerah

Kartu Pegawai

Daftar Penerimaan Kartu
pegawai




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 47/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 1 November 2020

TGL. REVISI

—

TGL. EFEKTIF

1 Desember;@Z(&H K‘N

Kepal Btz -g:

f /(@
DISAHKAN OLEH . ‘
H. AS BRIYAANA, S.IP.,S.AN., MM
27912182005011008
)
PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU ISTRI/SUAMI
NAMA SOP (KARIS/KARSU)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan
bagi PNS;

5. Keputusan Kepala BAKN Nomor:
Penetapan KARIS/KARSU bagi PNS

1158a Tahun 1983, tentang dasar

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan pembuatan KARIS /KARSU

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Ijin Perkawinan bagi PNS.
- SOP Pembinaan dan Disiplin PNS

1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KARIS/KARSU merupakan bagian dari syarat administrasi bagi setiap istri dan
atau suami dari seorang PNS. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak dari
suami dan atau istri untuk mendapat tunjangan suami dan istri. Dan atau
dapat diartikan sebagai bukti keabsahan pemberian tunjangan. Jika SOP ini
tidak dijalankan, maka proses pengurusan KARIS/KARSU akan terhambat.

Buku Registrasipengurusan KARIS/KARSU bagi PNS




PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU ISTRI/SUAMI (KARIS/KARSU)
Nomor : 47/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kabid Kasubid Ket
Kepala Pembinaan Kesejahteraan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
D Formulir Laporan perkawinan
Menerima beneaiuan pembuatan pertama dan daftar keluarga, Surat dan berkas
1 Karis /Karsz dagriJ erall')l Kkat daerah ftcp akta nikah legalisir, ftcp S menit Permohonan pembuatan
p & SK KP terakhir legalisir, pas Karis/Karsu
foto hitam putih 2x3, 2 lembar
A 4
. .. . > > > Berkas Permohonan . . .
2 |Mendisposisi surat pengajuan pembuatan Karis/Karsu 30 menit Disposisi
. . Berkas persyaratan
Memverifikasi berkas persyaratan Berkas Permohonan . .
3 engajuan Karis/Karsu A 4 embuatan Karis/Karsu 1 hari pembuatan Karis/Karsu
pengaj I ] N P yang telah terverifikasi
Berkas persyaratan
\ 4
4 melak.ukan sean pada berkas [ pembuatan Karis/Karsu yang 1 hari Data File hasil scan berkas
pengajuan Karis/Karsu . .
telah terverifikasi
v surat pengajuan dan berkas Surat Penganat dan Daftar
menyusun surat pengantar . o .
) . . < usulan pembuatan 1 hari Nominatif yang sudah di
pengajuan Karis/Karsu B .
Karis/Karsu paraf
A 4
| I > Surat Penganat dan Daftar
6 Penandatanganan surat pengantar Surat Penganat dan Daftar 1 hari Nominatif yang sudah di

pengajuan Karis/Karsu

Nominatif yang sudah di paraf

tandatangani




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kabid Kasubid Ket
Kepala Pembinaan Kesejahteraan Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Mengunggah file persyaratan dan
7 surat pengantar pengajuan File scan berkas; surat data terunggah dalam
Karis/Karsu pada aplikasi MANG pengantar sistem MANG ASEP
ASEP
1 hari
. . \ 4
Mengirimkan berkas fisik surat Surat pengantar, foto ybs, dan Tanda bukti pengiriman
8 |pengantar dan foto ybs untuk
. data terupload berkas
pengajuan karpeg ke BKN Kareg III
M bil Karis /K ke BKN | ‘L |
9 engambil Karis/Karsu ke Surat Perintah Tugas Karis/Karsu
Kanreg III
1 hari
. . . . v .
10 Mendistribusikan Karis/Karsu Q Karis/Karsu Daftar Penerimaan

melalui perangkat daerah

Karis/Karsu




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 48 /SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 1 November 2020

TGL. REVISI

.

TGL. EFEKTIF

1 Desember 2020 17 0 u.
Ken jan dan Pengembangan
3 ‘Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA ' : S.IP.S.AN. MM
LA, S.IP.,S. .
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA e 755171 4250501 1008
MEMBUAT USULAN PEMBUATAN KARTU PESERTA
NAMA SOP TASPEN (KPT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

—_

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. PP No 25 tahun 1981 tentang Peserta Asuransi Sosial PNS pada PT. Taspen
(persero)

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 januari
1990 tentang Pembayaran Pensiun PNS

6. Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal

Pembayaran Pensiunan PNS secara Nasional

12 februari 1990,

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan pembuatan KARPEG
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Pengajuan Pensiun PNS

1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Kartu TASPEN merupakan kartu sebagai peserta Tabungan Pensiun PNS,
untuk mempermudah pengurusan pensiun

Buku Registrasi pengurkartu TASPEN bagi PNS




MEMBUAT USULAN PEMBUATAN KARTU PESERTA TASPEN (KPT)
Nomor : 48/SOP BKPSDM/2020

MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kett
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

( ) Fotocopy CPNS legalisir; Fotocopy SK
PNS legalisir; Fotocopy Karpeg.

. . SKUMPTK/KP4; SPMT; Fotocopy KTP; Berkas Permohonan
Menerima pengajuan pembuatan . .
1 Kkartu Tasoen dari peranckat daerah Surat Keterangan kehilangan dari pembuatan Kartu
p p g kepolisian (jika Karsu/Karis hilang: Taspen

Surat Keterangan dari BKPSDM
untuk dit ttd ybs

1 hari

2 |Mendisposisi surat pengajuan | | _>|:|__>|:|_ '| | Berkas Permohonan pembuatan Disposisi
P penga Kartu Taspen p

Berkas Permohonan

3 Memverifikasi berkas persyaratan \ 4 Disposisi, Berkas Permohonan pembuatan Kartu
pengajuanKartu Taspen > pembuatan Kartu Taspen Taspen yang telah
terverifikasi
Menyusun draft surat pengantar v Draft surat
4 |pen ?uan embuatanpkar%u :|<——|:|<——|_—_| Berkas Permohonan pembuatan 1 hari pengantar dan
pe Evsgai p Kartu Taspen Daftar Nominatif
peg yang sudah di paraf
Penandatanganan surat pengantar v Surat Penganat dan
. g peng ] > Draft surat pengantar dan Daftar . Daftar Nominatif
5 |pengajuan pembuatan Kartu | Nominatif 1 hari yang sudah di
Taspen tandatangani
A 4
M irimkan berk j inati i
ehgiimxan berkas pengajuan Surat Penganat dan Daftar Nominatif; . Tanda Terima
6 |pembuatan kartu Taspen ke PT . 1 hari
Surat Perintah Tugas Penyerahan Berkas

Taspen




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kett
Kepala Kabid Kasubid Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
7 Mengambil kartu Taspen ke PT i Kartu Taspen dan Surat Perintah 1 hari Kartu Taspen
Taspen Tugas
. v |
3 Mendistribusikan kartu Taspen Kartu Taspen 1 hari Daftar Penerimaan

melalui perangkat daerah

Kartu Taspen




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP :  49/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020 e
DISAHKAN OLEH : = S

|

A, S.IP., SAN., MM
2912/182005011008

R YA c w b (
PENERBITAN'W ﬁ‘ANG MENCAPAI BATAS USIA

NAMA SOP PENSIUN (BUP)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan [ 5 Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Pera‘Furan Pemerintah Republik Ind(:)nesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahar} 4. Mengolah data dan arsip

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaj

Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis

pension PNS dan pension janda/duda PNS
6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau

penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

_ 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai BUP 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PENSIUN YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

Nomor : 49/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas Surat Berkas
Persyaratan permohonan disimpan
1 |Membuat usulan pensiun < ’ administratif dari 1 bulan PenSIE:rE;JSP dan dalam bentuk
PNS yang BUP PDF
persyaratan
Surat
Menerima surat permohonan I 1 pemohonan . Form Disposisi
2 . . q| I Pensiun BUP dan| 1 hari
pensiun dari perangkat daerah Surat
berkas
persyaratan
. . . A 4 . .. Disposisi Surat
3 Meerz(r:lllsli(l)ts;s;eiz ;kas dari I |‘_ Ej For[nsg:l}zomm 9 hari Permohonan
P & Pensiun BUP
Memverifikasi surat A 4 . ..
. Disposisi Surat . . .
permohonan pensiun dan Hasil verifikasi
4 . Permohonan 1 bulan
berkas persyaratan dari . surat permohonan
Pensiun BUP
perangkat daerah
Memproses penginputan A 4 Hasil verifikasi Tanda terima
S |dokumen pemensiunan ke | | surat 1 bulan bukti upload
sistem SAPK dan Mang Asep permohonan dokumen pensiun
Berkas pensiun :
surat pengantar
Memeriksa tanda terima v Tanda terima DiengB;{Pks DM,
upload dokumen dan |::| bukti upload . » doxumen
6 ; 2 hari keterangan
dokumen fisik yang akan dokumen .
e . hukdis dan tanda
dikirimkan pensiun i
terima upload
dokumen yang
telah diperiksa
Berkas pensiun :
v surat pengantar
dari BKPSDM,
Mengirimkan dokumen fisik DPCP, dokumen Bukti peneiriman
7 |ke BKN Pusat atau BKN keterangan 3 hari peng

Regional III Bandung

hukdis dan tanda
terima upload
dokumen yang
telah diperiksa

dokumen pensiun




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

8 |pertek dari BKN pusat/BKN dokumen 2 bulan pusat/BKN
Kanreg III pensiun Kanreg III
9 Memeriksa dan memberikan Pertzi{a(;l/agKEf\IKN 3 hari Hasil
nomor SK sesuai pertek pKanreg - pemeriksaan awal
Data SK Pensiun
Mengedit nomor dan data Hasil dengan nomor
10 |pegawai sesuai template SK emeriksaan awal 1 minggu | dan data pegawai
pensiun P yang sesuai
pertek
Data SK Pensiun
Memeriksa kembali hasil dengan nomor Hasil
11 |cetak sementara SK pensiun dan data pegawai | 1 minggu pemeriksaan
sesuai pertek dari BKN yang sesuai akhir
| pertek
Hasil
12 Melaksanakan cetak final SK emeriksaan 9 hari Dokumen SK
pensiun p akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
13 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan Dokumen SK Nota Dinas
14 |nota dinas penetapan SK Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
15 Memproses penetapan SK Pgr?;?a]s:rllagl( 1 bulan SK Pensiun yang
pensiun sampai PPK Pensiun sudah ditetapkan
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan Jy SK Pensiun van sudah ditetapkan
16 |membubuhkan stempel | | sudah dite tay kai 3 hari dengan foto dan
Bupati P legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan
17 |pengelola kepegawaian setiap | | dengan foto dan | 1 minggu | SK Pensiun BUP
perangkat daerah legalitas stempel
Bupati
. y . .
18 Mengarsipkan dan membuat (j SK Pensiun BUP | 1 bulan Arsip SK Pensiun

tembusan SK Pensiun

BUP




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP : 50/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020

TGL. REVISI : e

TGL. EFEKTIF : Ol Desember/zﬁg(p KA\

DISAHKAN OLEH : K4f Kefegawaian dan Penge mbangan

NAMA SOP :  PENERBITAN SK PENSIUN‘IANDA/ DUDA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. PeraFuran Pemerintah Republik Ind(.mema Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahar} 4. Mengolah data dan arsip

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaj

Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis

pension PNS dan pension janda/duda PNS
6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau

penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

_ 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PENSIUN JANDA/DUDA

Nomor : 50/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Surat
Berkas
permohonan Berkas
Persyaratan P i disimpan
1 |Membuat usulan pensiun ( ) administratif 1 bulan jan dae;zil:;: dan | dalam b}:)n tuk
pensiun
. berkas PDF
janda/duda
persvaratan
Surat
permohonan
9 Menerima surat permohonan ;ll |I Pensiun 1 hari Form Disposisi
pensiun dari perangkat daerah janda/duda dan Surat
berkas
persvaratan
v Disposisi Surat
. o . . I . P
3 Mendisposisi berkas dari { |4— —| | Form Disposisi 2 hari Permobonan
perangkat daerah Surat Pensiun
janda/duda
Memverifikasi surat A 4 Disposisi Surat
permohonan pensiun dan | | Permohonan . Hasil verifikasi
4 . . 1 minggu
berkas persyaratan dari Pensiun surat permohonan
perangkat daerah janda/duda
Memproses penginputan A 4 Hasil verifikasi Tanda terima
5 |dokumen pemensiunan ke | | surat 1 minggu bukti upload
sistem SAPK dan Mang Asep permohonan dokumen pensiun
Berkas pensiun
Memeriksa tanda terima Tanda terima . y.a.n g akan
. dikirimkan dan
upload dokumen dan v bukti upload . .
6 dokumen fisik yang akan | | dokumen 2 hari tanda terima
e yang . upload dokumen
dikirimkan pensiun
yang telah
diperiksa
Berkas pensiun
Y yang akan
Mengirimkan dokumen fisik dikirimkan dan Bukti peneiriman
7 |ke BKN Pusat atau BKN tanda terima 3 hari peng

Regional III Bandung

upload dokumen
yang telah
diperiksa

dokumen pensiun




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

8 |pertek dari BKN pusat/BKN dokumen 2 bulan pusat/BKN
Kanreg III pensiun Kanreg III
9 Memeriksa dan memberikan Pertzi{a(;l/agKEf\IKN 3 hari Hasil
nomor SK sesuai pertek pKanreg - pemeriksaan awal
Data SK Pensiun
Mengedit nomor dan data Hasil dengan nomor
10 |pegawai sesuai template SK emeriksaan awal 1 minggu | dan data pegawai
pensiun P yang sesuai
pertek
Data SK Pensiun
Memeriksa kembali hasil dengan nomor Hasil
11 |cetak sementara SK pensiun dan data pegawai | 1 minggu pemeriksaan
sesuai pertek dari BKN yang sesuai akhir
pertek
\ 4 i
12 Melaksanakan cetak final SK | | emljiiliaan 9 hari Dokumen SK
pensiun p akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
13 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan Dokumen SK Nota Dinas
14 |nota dinas penetapan SK Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
Nota Dinas
Memproses penetapan SK . SK Pensiun yang
15 pensiun sampai PPK Per;ztisiiILSK 1 minggu sudah ditetapkan
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan Jy SK Pensiun van sudah ditetapkan
16 |membubuhkan stempel | | sudah dite tay kai 3 hari dengan foto dan
Bupati P legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan SK Pensiun
17 |pengelola kepegawaian setiap | | dengan foto dan | 1 minggu Janda/Duda
perangkat daerah legalitas stempel
Bupati
. y . . .
18 Mengarsipkan dan membuat (j SK Pensiun 3 hari Arsip SK Pensiun

tembusan SK Pensiun

Janda/Duda

Janda/Duda




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP

51/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN

01 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

01 Desember 20205 ——"=.

DISAHKAN OLEH : Ke% A
// & Sumber;
1l
/ — ¥

~,

daB
</
[

o7k

NAMA SOP

———

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS/Diberhentikan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Dengan Hormat)
3. Pera‘Furan Pemerintah Republik Ind(:)nesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahar“l 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaj .
Pegawai Negeri Sipil; 4. Mengolah data dan arsip
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS
6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
_ 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

waian dan Pengembangan
gyva Manusia

D 1979112182005011008

PENERBITAN SK PENSIUN .‘\TAS PERMINTAAN SENDIRI
(APS/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)




PENERBITAN SK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)
Nomor : 51/SOP BKPSDM/2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas Surat Berkas
( ) Persyaratan permohonan disimpan
1 |Membuat usulan pensiun y . 1 bulan | Pensiun APS dan
administratif berkas dalam bentuk
pensiun APS PDF
persyaratan
Surat
) N permohonan . .
9 Mene?nma 51.1rat permohonan ,I ] Pensiun APS dan 1 hari Form Disposisi
pensiun dari perangkat daerah Surat
berkas
persyaratan
3 Mendisposisi berkas dari | _E Form Disposisi 9 hari D;z}:;éioiift
perangkat daerah ] | Surat R
Pensiun APS
Memverifikasi surat Y . .
. Ej Disposisi Surat . . .
permohonan pensiun dan . Hasil verifikasi
4 . Permohonan 1 minggu
berkas persyaratan dari . surat permohonan
Pensiun APS
perangkat daerah
Memproses penginputan |:":I Hasil verifikasi Tanda terima
5 |dokumen pemensiunan ke surat 1 minggu bukti upload
sistem SAPK dan Mang Asep permohonan dokumen pensiun
Berkas pensiun
Memeriksa tanda terima Tanda terima . y.a.n g akan
upload dokumen dan h 4 bukti upload dikirimkan dan
6 d(r))kumen fisik yang akan | | dokumen 2 hari tanda terima
o yang . upload dokumen
dikirimkan pensiun
yang telah
diperiksa
Berkas pensiun
Y yang akan
Mengirimkan dokumen fisik dikirimkan dan Bukti peneiriman
7 |ke BKN Pusat atau BKN tanda terima 3 hari dokumin gensiun
Regional III Bandung upload dokumen P
yang telah
diperiksa




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

8 |pertek dari BKN pusat/BKN dokumen 2 bulan pusat/BKN
Kanreg III pensiun Kanreg III
1
9 Memeriksa dan memberikan Pertzi{a(;l/agKEf\IKN 3 hari Hasil
nomor SK sesuai pertek pKanreg - pemeriksaan awal
Data SK Pensiun
Mengedit nomor dan data Hasil dengan nomor
10 |pegawai sesuai template SK emeriksaan awal 1 minggu | dan data pegawai
pensiun P yang sesuai
pertek
v Data SK Pensiun
Memeriksa kembali hasil dengan nomor Hasil
11 |cetak sementara SK pensiun dan data pegawai | 1 minggu pemeriksaan
sesuai pertek dari BKN yang sesuai akhir
pertek
A 4 Hasil
12 Melaksanakan cetak final SK | | emeriksaan 9 hari Dokumen SK
pensiun p akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
13 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan Dokumen SK Nota Dinas
14 |nota dinas penetapan SK Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
Memproses penetapan SK Nota Dinas SK Pensiun yang
15 pensiun sampai PPK Per;ztisiiILSK 1 minggu sudah ditetapkan
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan y SK Pensiun yang sudah ditetapkan
16 |membubuhkan stempel | | . 3 hari dengan foto dan
Bupati sudah ditetapkan legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan SK Pensiun APS
17 |pengelola kepegawaian setiap | | dengan foto dan | 1 minggu | (Diberhentikan
perangkat daerah legalitas stempel dengan hormat)
Bupati
. y SK Pensiun APS Arsip SK Pensiun
18 Mengarsipkan dan membuat (Diberhentikan 3 hari APS
tembusan SK Pensiun (Diberhentikan

dengan hormat)

dengan hormat)




NOMOR SOP : 52/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020~
DISAHKAN OLEH : Ke @aﬂ&n&@ waian dan Pengembangan
// 037 qa Manusia
,1/5 S

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

! AWK P |
PENERBITAN SEX-BENSTUN M ENINGGAL DUNIA AKTIF (MDA-
NAMA SOP
TEW AS)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan Sk Pensiun Meninggal Dunia Aktif (Mda-Tewas)
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan 4. Mengolah data dan arsip

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaj
Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan Sk Pensiun Meninggal Dunia Aktif (Tewas) 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PENSIUN MENINGGAL DUNIA AKTIF (MDA-TEWAS)
Nomor : 52/SOP BKPSDM/2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas
Berkas Persyaratan Surat permohonan disi
1 |Membuat usulan pensiun . 4 1 bulan | Pensiun tewas & 1simpan
C) pensiun tewas ersvaratan dalam
Pery; bentuk PDF
Menerima surat permohonan Surat Permohonan . Form Disposisi
2 . . Pensiun tewas & 1 hari
pensiun dari perangkat daerah Surat
| persyaratan
Disposisi Surat
3 Mendisposisi berkas dari : ﬂ I_l Form Disposisi Surat| 2 hari Pe@ohonan
perangkat daerah Pensiun MDA-
tewas
Memverifikasi surgt A 4 Disposisi Surat Hasil verifikasi
permohonan pensiun dan .
4 . Permohonan 1 minggu | berkas dan surat
berkas persyaratan dari .
Pensiun MDA-tewas pengantar ke BKN
perangkat daerah
Memproses penglr.lputan v Hasil verifikasi . Bukti upload
7 |dokumen pemensiunan ke berkas & surat 1 hari .
X o dokumen pensiun
sistem SAPK & Docu Digital pengantar ke BKN
Memeriksa tanda terima L Berkas pensiun
3 upload dokumen dan Ej Bukti upload 1 hari yang akan
dokumen fisik yang akan dokumen pensiun dikirimkan & bukti
dikirimkan upload dokumen
. Berkas pensiun yang Surat verifikasi
5 Mengusulkan verifikasi | akan dikirimkan dan 1 bulan validasi usul PNS
validasi tewas ke BKN Pusat bukti upload tewas dari BKN
dokumen Pusat
Sl,lrat ,Ve rifikasi Surat Keputusan
Memproses penetapan SK validasi usul PNS
6 enetapan tewas R dari BKN 1 bulan | Tewas yang telah
p P ewas darl ditetapkan PPK
Pusat
Mengirimkan dokumen fisik . SK tewas dan Berkas Bukti peneiriman
9 |ke BKN Pusat untuk usulan pensiun yang akan 3 hari peng

SK pensiun Janda/duda

dikirimkan

dokumen pensiun




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

10 pertek dari BKN pusat % dokumen pensiun 2 bulan pusat
11 Memeriksa dan memberikan Pertek dari BKN 9 hari Hasil pemeriksaan
nomor SK sesuai pertek pusat awal
. Data SK Pensiun
Menged.lt nomor dan data EEI Hasil pemeriksaan . |dengan nomor dan
12 |pegawai sesuai template SK awal 2 hari data pegawai yang
pensiun sesuai pertek
Memeriksa kembali hasil ) 4 Data SK Pensiun
. dengan nomor dan . |Hasil pemeriksaan
13 |cetak sementara SK pensiun dat K 2 hari akhir
sesuai pertek dari BKN ata peg.awaitying
— sesuai perte
14 Melaksanakan cetak final SK ’J_‘ Hasil pemeriksaan 1 hari Dokumen SK
pensiun akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
15 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan Dokumen SK Nota Dinas
16 |nota dinas penetapan SK Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
Nota Dinas
Memproses penetapan SK . SK Pensiun yang
17 pensiun sampai PPK Per;ztisiir;SK 2 minggu sudah ditetapkan
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan Jy SK Pensiun van sudah ditetapkan
18 |membubuhkan stempel | | sudah dite tay kai 3 hari dengan foto dan
Bupati P legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan SK Pensiun
19 |pengelola kepegawaian setiap dengan foto dan 2 hari
perangkat daerah Ej legalitas stempel Janda/Duda
Bupati
. y . . .
20 Mengarsipkan dan membuat CD SK Pensiun 3 hari Arsip SK Pensiun

tembusan SK Pensiun

Janda/Duda

Janda/Duda




NOMOR SOP : 53/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2020
DISAHKAN OLEH : Kepa Nﬁé? Kepegawaian dan Pengembangan
// \Daya Manusia
o, '
;‘{/%
o
(& BKF
\Reg : VA, S.IP., SAN., MM

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA \ . 2182005011008

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENERBI1 1 N ATAS PERMINTAAN SENDIRI
NAMA SOP (APS/CUKUP MAS? \
\J
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Aps /Cukup Masa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

Pensiun)
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
(Aps /Cukup Masa Pensiun) 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/CUKUP MASA PENSIUN)
Nomor : 53/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas Surat Berkas
( ) Persyaratan permohonan disimpan
1 |Membuat usulan pensiun y . 1 bulan | Pensiun APS dan
administratif berkas dalam bentuk
pensiun APS PDF
persyaratan
Surat
Menerima surat permohonan N ] pe@ohonan . Form Disposisi
2 . . 71 | Pensiun APSdan | 1 hari
pensiun dari perangkat daerah Surat
berkas
persyaratan
3 - .
Mendisposisi berkas dari [ | ¢ Form Disposisi . Disposisi Surat
3 erangkat daerah I Surat 2 hari Permohonan
p & Pensiun APS
Memverifikasi surat A 4 . L
. | | Disposisi Surat . . .
permohonan pensiun dan . Hasil verifikasi
4 . Permohonan 1 minggu
berkas persyaratan dari . surat permohonan
Pensiun APS
perangkat daerah
Memproses penginputan y Hasil verifikasi Tanda terima
5 |dokumen pemensiunan ke | | surat 1 minggu bukti upload
sistem SAPK dan Mang Asep permohonan dokumen pensiun
Berkas pensiun
Memeriksa tanda terima Tanda terima . y.a.n g akan
upload dokumen dan A 4 bukti upload dikirimkan dan
6 d(r))kumen fisik yang akan | | dokumen 2 hari tanda terima
o yang . upload dokumen
dikirimkan pensiun
yang telah
diperiksa
Berkas pensiun
Y yang akan
Mengirimkan dokumen fisik dikirimkan dan Bukti peneiriman
7 |ke BKN Pusat atau BKN tanda terima 3 hari dokumin gensiun
Regional III Bandung upload dokumen P
yang telah
diperiksa




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

8 |pertek dari BKN pusat/BKN dokumen 2 bulan pusat/BKN
Kanreg III pensiun Kanreg III
——
9 Memeriksa dan memberikan Pertzi{a(;l/agKEf\IKN 3 hari Hasil
nomor SK sesuai pertek pKanreg - pemeriksaan awal
Data SK Pensiun
Mengedit nomor dan data | | Hasil dengan nomor
10 |pe gawai sesuai template SK pemeriksaan awal 1 minggu | dan data pe gayvai
pensiun yang sesuai
pertek
v Data SK Pensiun
Memeriksa kembali hasil dengan nomor Hasil
11 |cetak sementara SK pensiun dan data pegawai | 1 minggu pemeriksaan
sesuai pertek dari BKN yang sesuai akhir
pertek
A 4 Hasil
12 Melaksanakan cetak final SK |::| pemeriksaan 9 hari Dokumen SK
pensiun akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
13 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Eyj Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan I— Dokumen SK Nota Dinas
14 |nota dinas penetapan SK a Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
Memproses penetapan SK Nota Dinas . SK Pensiun yang
15 pensiun sampai PPK Per;ztisiiILSK 1 minggu sudah ditetapkan
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan y SK Pensiun yang sudah ditetapkan
16 |membubuhkan stempel E: sudah ditetapkan 3 hari dengan foto dan
Bupati legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan SK Pensiun APS
17 |pengelola kepegawaian setiap E:l dengan foto dan | 1 minggu (cukup masa
perangkat daerah legalitas stempel pensiun)
Bupati
. y SK Pensiun APS Arsip SK Pensiun
18 Mengarsipkan dan membuat ( ) (cukup masa 3 hari |APS (cukup masa

tembusan SK Pensiun

pensiun)

pensiun)




NOMOR SOP 54 /SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 November 2020
TGL. REVISI -
‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF 01 DesembergQ@‘-\ —
DISAHKAN OLEH : Kepata Bats gawaian dan Pengembangan
o : \Paya Manusia
{f = - 1\
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA > 5‘_4' ATNA, S.IP., SAN., MM
BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K1 P197912182005011008
NAMA SOP PENERBITAN SK PENSIUN ( APS uzur/sakit - UZUR /
SAKIT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2 Memahami proses Penerbitan SK Pensiun ( Aps Uzur/Sakit - Uzur / Sakit)
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas 4. Mengolah data dan arsi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS; g P
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS
6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
_ 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun ( Aps Uzur/Sakit-Uzur/Sakit ) 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PENSIUN ( APS uzur/sakit - UZUR / SAKIT )

Nomor : 54/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas Surat
Persyaratan permohonan Berkas
1 |Membuat usulan pensiun < ’ adml.mstratlf 1 bulan Pe nsmn.APS disimpan
pensiun APS uzur/sakit dan |dalam bentuk
uzur/sakit- berkas PDF
uzur/sakit persvaratan
Surat
permohonan
9 Menerima surat permohonan ;ll |I Pensiun APS 1 hari Form Disposisi
pensiun dari perangkat daerah uzur/sakit dan Surat
berkas
persvaratan
Disposisi Surat
. P . A 4 . P
3 Mendisposisi berkas dari I —E Form Disposisi 2 hari Permphonan
perangkat daerah | I Surat Pensiun APS
uzur/sakit
Memverifikasi surat Disposisi Surat
4 permohonan pensiun dan |:":I Permohonan 1 min Hasil verifikasi
berkas persyaratan dari Pensiun APS 889 |surat permohonan
perangkat daerah uzur/sakit
Memproses penginputan A 4 Hasil verifikasi Tanda terima
5 |dokumen pemensiunan ke | | surat 1 minggu bukti upload
sistem SAPK dan Mang Asep permohonan dokumen pensiun
Berkas pensiun
. . . k
Memeriksa tanda terima Tanda terima yans asan
. dikirimkan dan
upload dokumen dan v bukti upload . .
6 dokumen fisik yang akan | | dokumen 2 hari tanda terima
o yang . upload dokumen
dikirimkan pensiun
yang telah
diperiksa
Berkas pensiun
A 4 yang akan
Mengirimkan dokumen fisik dikirimkan dan Bukti peneiriman
7 |ke BKN Pusat atau BKN tanda terima 3 hari peng

Regional III Bandung

upload dokumen

yang telah
diperiksa

dokumen pensiun




Menerima dan mengunduh

Bukti pengiriman

Pertek dari BKN

8 |pertek dari BKN pusat/BKN dokumen 2 bulan pusat/BKN
Kanreg III pensiun Kanreg III
9 Memeriksa dan memberikan Pertzi{a(;l/agKEf\IKN 3 hari Hasil
nomor SK sesuai pertek pKanreg - pemeriksaan awal
Data SK Pensiun
Mengedit nomor dan data Hasil dengan nomor
10 |pegawai sesuai template SK emeriksaan awal 1 minggu | dan data pegawai
pensiun P yang sesuai
pertek
Data SK Pensiun
Memeriksa kembali hasil dengan nomor Hasil
11 |cetak sementara SK pensiun dan data pegawai | 1 minggu pemeriksaan
sesuai pertek dari BKN yang sesuai akhir
pertek
\ 4 Hasil
12 Melaksanakan cetak final SK | | emeriksaan 9 hari Dokumen SK
pensiun P akhir Pensiun
Membuat nota dinas untuk ) Dokumen SK Nota Dinas
13 |penetapan SK Pensiun oleh Pensiun 1 hari Penetapan SK
PPK Pensiun
Memeriksa SK pensiun dan Dokumen SK Nota Dinas
14 |nota dinas penetapan SK Pensiun 1 hari Penetapan SK
Pensiun Pensiun
Memproses penetapan SK Nota Dinas SK Pensiun yang
15 pensiun sampai PPK Per;etap.an SK |1 minggu sudah ditetapkan
ensiun
SK Pensiun yang
Menempelkan foto dan y SK Pensiun van sudah ditetapkan
16 |membubuhkan stempel | | sudah dite tay kai 3 hari dengan foto dan
Bupati P legalitas stempel
Bupati
SK Pensiun yang
Menyerah SK Pensiun melalui ,L sudah ditetapkan SK Pensiun APS
17 |pengelola kepegawaian setiap | | dengan foto dan | 1 minggu |uzur/sakit (cukup
perangkat daerah legalitas stempel masa pensiun)
Bupati
s SK Pensiun APS Arsip SK Pensiun
18 Mengarsipkan dan membuat ( ) uzur/sakit 3 hari APS uzur/sakit
tembusan SK Pensiun (cukup masa (cukup masa
pensiun) pensiun)




NOMOR SOP : 55/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN : 01 November 2020
TGL. REVISI -

‘WIBAWA KARTA RAHARJA TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2026w
DISAHKAN OLEH 7 r

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA % Ly 18206561 1008.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \
< ENTIAN DENGAN HORMAT

NAMA SOP TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa Hak Pensiun
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas .
4. Mengolah data dan arsip

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya,

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan Sk Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
Hak Pensiun 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENERBITAN SK PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PNS

Nomor : 55/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas
Berkas
Persyaratan Berkas
Membuat usulan T X persyaratan dan .
: ‘ ) administratif dan . disimpan
1 |pemberhentian dengan hormat J 3 hari surat pengantar
- A surat . dalam bentuk
PNS tanpa hak pensiun . dari perangkat
permohonan dari PDF
daerah
PNS
Berkas
Menerima surat permohonan A 4 persyaratan dan Form Disposisi
2 |pemberhantian dari perangkat | II surat pengantar 1 hari p
. Surat
daerah dari perangkat
daerah
v p o
Mendisposisi berkas dari Form Disposisi . Disposisi Surat
3 erangkat daerah Surat 2 hari Permohonan
p g€ EI pemberhentian
Memverifikasi surat v Disposisi Surat
permohonan pemberhentian El / P . Hasil verifikasi
4 . Permohonan 3 hari
dan berkas persyaratan dari \ . surat permohonan
pemberhentian
perangkat daerah
Membuat draft Surat y Hasil verifikasi . Draft Surat
5 . | surat 2 hari keputusan
keputusan pemberhentian .
permohonan pemberhentian
SK
pemberhentian
Memproses penetapan SK v Draft Surat PNS ¢ hak
6 |pemberhentian PNS tanpa hak | | keputusan 3 hari gnpa a
ensiun pemberhentian pensiun yang
P telah ditetapkan
PPK
SK
v pemberhentian SK
Menerima SK pemberhentian PNS tanpa hak . pemberhentian
7 PNS tanpa hak pensiun Ej pensiun yang 1 minggu PNS tanpa hak
telah ditetapkan pensiun
PPK
v SK Arsip SK
3 Mengarsipkan dan membuat (D pemberhentian 3 hari pemberhentian
tembusan SK Pemberhentian PNS tanpa hak PNS tanpa hak
pensiun pensiun
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NAMA SOP . PERMOHONANMASAPERSIAPAN PENSIUN (MPP)
\
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2 Memahami proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP)
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas 4. Mengolah data dan arsip

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis
pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

_ 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)

Nomor : 56/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas
p ¢ Berkas
ersyaratan ..
tan d D kan 1
Membuat permohonan masa < \ administratif dan . persyaratan dan tajuran
1 ersiapan pensiun J ¢ 2 hari surat pengantar bulan
p panp 4 sura . dari perangkat |sebelum MPP
permohonan dari
daerah
PNS
Berkas
Menerima surat permohonan A 4 persyaratan dan . . .
. . | ] . F D
2 |pemberhantian dari perangkat surat pengantar 1 hari orm DISposist
. Surat
daerah dari perangkat
daerah
Mendisposisi berkas dari A 4 Form Disposisi . Disposisi Surat
3 [ | ¢ | h
perangkat daerah — 1 —|_ Surat 2 hari Permohonan MPP
Memverifikasi surat v
permohonan MPP dan berkas El / Disposisi Surat . Hasil verifikasi
4 . 3 hari
persyaratan dari perangkat \ Permohonan MPP surat permohonan
daerah
Membuat draft Surat 4 Hasil verifikasi . Draft Surat
5 | surat 2 hari
keputusan MPP keputusan MPP
permohonan
SK Masa
Memproses penetapan SK v Draft Surat . Per§1apan
6 Masa Persiapan Pensiun | | keputusan MPP 1 minggu Pensiun yang
P p telah ditetapkan
PPK
SK Masa
Menerima SK pemberhentian Per§1apan . SK Masa
7 PNS tanpa hak pensiun Pensiun yang 1 hari Persiapan
P p telah ditetapkan Pensiun
PPK
—
. SKM Arsip SK M
8 Mengarsipkan dan membuat E) Persiaasae;l 3 hari ri’lef)rsia aisa
tembusan SK Pemberhentian .p .p
Pensiun Pensiun
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NAMA SOP :  PENGAJUAN SK PETIKAN Ke 2/3 (SK PENSIUN HILANG)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

—

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis

pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Pengajuan SK Petikan Ke 2/3 (SK Pensiun Hilang)
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
_ 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Pengajuan SK Petikan Ke 2/3 (SK Pensiun Hilang) 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




PENGAJUAN SK PETIKAN Ke 2/3 (SK PENSIUN HILANG)
Nomor : 57/SOP BKPSDM /2020

. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Pelaksana Kasubbid Kabid Kaban Kelengkapan Waktu Output
Berkas
Membuat permohonan Berkas persyaratan dan
1 |pengajuan SK pensiun (SK < \, Persyaratan 2 hari surat pengantar
pensiun hilang) 7} administratif dari perangkat
daerah
Berkas
Menerima surat permohonan A 4 persyaratan dan Form Disposisi
2 |pemberhantian dari perangkat | II surat pengantar 1 hari p
. Surat
daerah dari perangkat
daerah
A 4 Disposisi Surat
3 Mendisposisi berkas dari EI I F——E Form Disposisi 2 hari Perm(.)honan
perangkat daerah Surat pengajuan SK
pensiun
Memverifikasi surat v Disposisi Surat
pe@ohonan pengajuan SK El / Permohonan . Hasil verifikasi
4 |petikan dan berkas \ . 3 hari
. pengajuan SK surat permohonan
persyaratan dari perangkat .
pensiun
daerah
5 Mencetak SK pensiun (petikan 4 Hasil venflkam 9 hari SK pensiun
2/3) sura (petikan 2/3)
permohonan
1 SK Pensiun
6 Memproses penetapan SK SK pensiun 1 min (petikan 2/3) yang
pensiun (petikan 2/3) (petikan 2/3) E8% 1 telah ditetapkan
PPK
| SK Pensiun
Menerima SK pensiun (petikan (petikan 2/3) . SK pensiun
7 1 hari .
2/3) yang telah (petikan 2/3)
ditetapkan PPK
. | I
Mengarsipkan dan membuat . . .
. . SK pensiun . | Arsip SK pensiun
8 |tembusan SK pensiun (petikan ; 3 hari .
2/3) (petikan 2/3) (petikan 2/3)
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PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT
NAMA SOP BAGI PNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberian hukuman disiplin PN'S
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas . . .
. . . | 3. Mampu berkomunikasi dengan efektif dan sopan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 4 . ) . .
Negeri Sipil. . Man'.lpu befk(.)ordm.am dengan .pengelola kepegawaian di perangkat daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri | . Tertib Administrasi dan Kearsipan

Sipil;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Pembinaan dan Disiplin PNS
- Pemberian TPP bagi PN'S yang terkena hukuman disiplin

1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Permohonan pembinaan disiplin harus berasal dari perangkat daerah asal
pegawai yang bersangkutan

2. Keterlambatan informasi dari perangkat daerah asal pegawai yang
bersangkutan

Dokumen pemberian hukuman disiplin di simpan dalam bentuk manual




PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT BAGI PNS

Nomor : 58/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
h I AN o Kepala Kabid Kasubbid Tim Dewan PNS YBS Persyaratan/ Waktu Output R
BKPSDM Pembinaan | Pembinaan | Pemeriksa |Kehormatan Kelengkapan P
Menerima pengaduan pelanggaran Surat Peneaduan:
disiplin PNS yang telah berulang absensi: SgK ’
1 |dan mendapatkan SK Penjatuhan _,|:|_ ’ 1 hari [Surat Disposisi

Hukuman Disiplin Ringan dari

Kepala PD dan mendisposisi surat

C —

T

Hukuman Displin
Ringan.

2 |Membentuk Tim Pemeriksa

.

Surat Disposisi

1 hari

SK Tim Pemeriksa

Memanggil PNS ybs untuk di

Surat Pengaduan; SK

Surat Pemanggilan

mendokumentasikan SK

Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin

v
3 lakukan pemeriksaaan I:I:I Tim Pemeriksa 7 hari PNS ybs
v .
Membuat Berita Acara Absensi PN.S.yb.s, SK . |Berita Acara
4 . Hkuman Disiplin 1 hari .
Pemeriksaan . Pemeriksaan
Ringan, Surat
Memfasilitasi Rapat Dewan  E—
Kehormatan Pegawai, Membahas 1 Hukuman Disiplin
5 Hul.(uman Disiplin yang akan d.1 _'|< Berita Acara 1 hari |Y208 .akan
berikan kepada PNS ybs sesuai Pemeriksaan diberikan kepada
dengan pelanggaran yang PNS ybs
dilakukan
v
Membuat Nota Dinas dan Draft SK Berita Acara . Draft SK
6 . e . 1 hari |Penjatuhan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemeriksaan T
— Hukuman Disiplin
v :
Memproses SK Penjatuhan displin | Draft SK Penj.a‘Fu}.lan . |SK Penjatuhan
7 eoawai Hukuman Disiplinyg| 1 hari Hukuman Disiolin
pes sudah di paraf Sekda P
Menyerahkan SK dan v SK Penjatuhan . |SK Penjatuhan
8 I:I:I 1 hari

Menyatakag l?ar.ldlng ata§ . SK Penjatuhan . Ajuan Banding
9 |hukuman disiplin yang diterima s 15 hari|atas Hukuman
o Hukuman Disiplin 1
apabila tidak puas Disiplin
( >: SK Penjatuhan SK Penjatuhan

10

Melaksanakan Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin
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NAMA SOP PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA

PARTAI POLITIK (USULAN/PERMOHONAN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Anggota Partai Politik

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberhentian pns
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

¢ Pemensiunan PNS
¢ Pemberhentian PNS

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
3. Nota Dinas, Lembar Disposisi

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Pengajuan pengunduran diri berasal dari PNS yang bersangkutan

2. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya atau
memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya
pejabat struktural eselon II

Pencatatan secara manual dan elektronik




PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (USULAN/PERMOHONAN)

Nomor : 59/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU Kett
No URAIAN KEGIATAN PNS . Kepala Kasubid
ybs Bupati BKPSDM | Pembinaan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Surat Pengajuan yang di tembuskan
. . kepada a. atasan langsung PNS ybs
M k d d ( )
crgajuLan pengunauran ¢ serendah-rendahnya pejabat
sebagai Pegawai Negeri Sipil struktural eselon IV:
kepada Bupati melalui Kepala . i . .
1 |Perangkat Daerah bagi Pegawai b: pejabat yang be.rtar.lggu ngJ.awab di 1 hari [surat disposisi
NP . bidang kepegawaian instansi yang
Negeri Sipil yang akan menjadi b ut
. ersangkutan;
tad t. rt
a:)llgii?{a an/atau pengurus partai c. pejabat yang bertanggung jawab di
P bidang keuangan instansi yang
hersanekutan
Atasan langsung memberikan
pertimbangan kepada Bupati
Pejabat Pembina Kepegawaian
9 Mendisposisi Surat Pengajuan \/\_>|:|__>|___| Surat Pengajuan Pengunduran Diri 20 hari memberikan keputusan, bila
Pengunduran Diri sebagai PNS PNS menangguhkan harus beserta alasan
tertulis
Bila pejabat pembina kepegawaian
tidak memberikan respon, berarti
pengajuan di kabulkan
SK Pemberhentian secara Terhormat
bila di setujui oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian
3 Mengeluarkan Surat Keputusan v Surat Persetujuan dari Pejabat 7 hari Mengeluarkgn Surat Ke.:putusan
Pemberhentian sebagai PNS I___|<__|___| Pembina Kepegawaian Pemberhentian sebagai PNS secara
TidakTerhormat bila PNS ybs tidak
mengajukan pengajuan pengunduran
diri secara tertulis sebelum menjadi
anggota/pengurus Parpol
Menyerahkan SK Pemberhentian E:l . . |Tanda Terima Penyerahan SK
4 sebagai PNS kepada PNS ybs SK Pemberhentian 1 hari Pemberhentian
Menyerahkan SK Pemberhentian (: 3
S |sebagai PNS kepada pihak yang SK Pemberhentian 1 hari |SK Pemberhentian

berkepentingan




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 60/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 1 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 Desember 2820~

Kepag ’\% : sx‘aian dan Pengembangan
& Sumbef<d qya Manusia

DISAHKAN OLEH

PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA

NAMA SOP PARTAI POLITIK (TEMUAN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Anggota Partai Politik

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberhentian pns
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Pemensiunan PNS 1. Form Surat Keputusan
- Pemberhentian PNS 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
3. NotaDinas, Lembar Disposisi
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagaimana
dimaksud berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pencatatan secara manual dan elektronik




PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (TEMUAN)

Nomor : 60/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU Kett
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Kasubid Dewan PNS
BKPSDM | Pembinaan | Pembinaan |{Kehormatan| ybs Y] PO T et LI
. Surat pengaduan dan bukti
1 Menenma.berk.as. pengaduan (D_ | l_ ’ | pengaduan berupa kartu 1 hari [surat disposisi
dan Mendisposisi Surat . ",
anggota partai politik
Memfasilitasi rapat Dewan X . Pejabat ?emblna Kepegawa.uan
. Surat Pengajuan Pengunduran memberikan keputusan, bila
2 |Kehormatan Pegawai, dalam .
Diri PNS menangguhkan harus beserta
membahas surat pengaduan .
alasan tertulis
I SK Pemberhentian secara Hormat
:|4——|j tanpa hak pensiun bila PNS
berumur kurang dari 50 tahun
dan masa kerja kurang dari 20
3 |Memproses Surat Keputusan Surat Persetujuan dari Pejabat 7 hari Tahun
Pemberhentian sebagai PNS Pembina Kepegawaian Mengeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS
| | _| | secara APS bila PNS berumur
minimal 50 tahun dan masa kerja
minimal 20 tahun
Menyerahkan SK A .
4 |Pemberhentian sebagai PNS =Ej : SK Pemberhentian 1 hari Tanda Tenmg Penyerahan SK
Pemberhentian
kepada PNS ybs
Menyerahkan SK C)
) Pemberhentian sebagai PNS SK Pemberhentian 1 hari |SK Pemberhentian

kepada pihak yang
berkepentingan




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP :  61/SOP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAN : 1 November 2020
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2026===~s_

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NAMA SOP BAGI PNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

S. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

e Perkawinan bagi PNS.
e Pembinaan dan Disiplin PNS

1. Form Surat Usulan, Nota Dinas, Lembar Disposisi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Permohonan ijin perkawinan dan perceraian harus berasal dari perangkat daerah
asal pegawai yang bersangkutan

Pencatatan secara manual dan elektronik




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS
Nomor : 61/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN i Tim Tim Ket
PNS | Kasubbag | Sekretaris Pemeriksa Kepala | et Kepala Dewan Persyaratan/ Waktu Output
ybs |Kepeg PD PD PD PD Syl SR BKPSDM | Kehormatan | Kelengkapan
Menyerahkan berkas
permohonan Surat ‘ _}‘: Berkas Berkas
1 |Izin/rekomendasi Perceraian Permohonan |5 menit| Permohonan
PNS kepada Kasubbag Umum Perceraian Perceraian
dan Kepegawaian
Memeriksa permohonan Surat "\ Berkas
2 |Izin/rekomendasi Perceraian Permohonan | 1 hari Disposisi
PNS beserta kelengkapannya. Perceraian
Meminta keterangan dari -
pemohon dan suami/istri
pemohon untuk dimintai Surat . | Berita Acara
3 . 1 hari L.
keterangan sebagai bentuk Undangan Mediasi
pembinaan agar tidak terjadi
perceraian/mediasi.
Apabila proses mediasi tidak
diindahkan oleh kedua belah
. o v
plha.lk’ maka dike tﬂ? dalam Berita Acara . | Berita Acara
4 |Berita Acara Pemeriksaan yang L. 1 hari .
. . Mediasi Pemeriksaan
ditandatangani pemohon,
suami/istri pemohon dan Tim
Pemeriksa/Binap.
Membuat draft rekomendasi y
pemberian izin perceraian I:] .
S |untuk diparaf oleh Sekretaris Be nta.Acara 1 hari Surat .
. Pemeriksaan Rekomendasi
dan ditandatangan oleh Kepala
Perangkat Daerah.
v
Memeriksa draft rekomendasi /
6 Izin Perceraian PNS beserta BAP & Surat 1 hari Surat
BAP, jika setuju rekomendasi l Rekomendasi Persetujuan
ditandatangani. U




URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PNS

Kasubbag
Kepeg PD

Sekretaris
PD

Tim
Pemeriksa
PD

Kepala
PD

Inspektur

Tim
Pemeriksa
Inspektorat

Kepala
BKPSDM

Dewan
Kehormatan

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Memroses Administrasi
Kepegawaian memberi nomor
Surat Rekomendasi Izin
Perceraian PNS, Mencatat
dalam buku agenda dan
menyampaikan kepada
pemohon dan kepada
Inspektur

Surat
Persetujuan

1 hari

Surat
Persertujuan
yang sudah
di catat

Memanggil pemohon dan
termohon untuk dimintai
keterangan mengenai
penyebab adanya pengajuan
izin perceraian. Hasil
pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan dituangkan
dalam Berita Acara
Pemeriksaan dan
ditandatangani pemohon,
suami/istri serta Tim

Pemerikea

Surat
Persertujuan
yang sudah di
catat dan
surat
undangan

1 hari

Berita Acara
Pemeriksaan

Membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan yang
disampaikan kepada Kepala
BKPSDM

BAP

1 hari

Laporan Hasil
Pemeriksaan

10

BKPSDM membahas Laporan
Hasil Pemeriksaan Inspektorat
bersama Dewan Kehormatan
Pegawai

y

Laporan Hasil
Pemeriksaan

3 hari

Notulensi

11

Memberi rekomendasi yang
dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Pemberian Izin
Perceraian Bagi PNS dan
membuat Nota Dinas serta SK
pemberian Izin Perceraian Bagi
PNS yang akan ditandatangan
oleh Bupati untuk golongan III
ke atas atau Kepala BKPSDM
untuk golongan II d ke bawah

Notulensi dan
Laporan Hasil
Pemeriksaan

1 hari

Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN i — — Ket
PNS | Kasubbag | Sekretaris Pemeriksa Kepala | et Kepala Dewan Persyaratan/ Waktu Output
ybs |Kepeg PD PD PD PD e e BKPSDM | Kehormatan | Kelengkapan
. . SK
Menandatangi SK Pemberian Draft SK Pemberian
12 |Izin Perceraian bagi PNS Gol Pemberian 1 hari Izin
1I/d ke bawah Izin Cerai Perceraian
—
. SK
Memproses penandatangani Pemberian
13 |SK Pemberian Izin Perceraian 3 hari Izin
PNS untuk golongan III ke atas Perceraian
v
D) e
Menyerahkan SK Pemberian . | Pemberian
14 1 hari Izin

Izin Perceraian bagi PNS

Perceraian




‘WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURW AKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 62/SOP BKPSDM /2020

TGL. PEMBUATAN 1 November 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 Desember 2028===~_

DISAHKAN OLEH
\
YAANA, S.IP.,S.AN., MM
’972\1 82005011008
NAMA SOP PEMBERIAN CUTI DI LUAL TANGGUNGAN NEGARA

(CTLN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberina Cuti
PNS

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan Cuti PN'S
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

e Penggajian & Pemberian Tunjangan PNS

1. Form Surat Usulan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
3. Nota Dinas, Lembar Disposisi

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Persyaratan harus lengkap untuk pengurusan berkas ke Badan Kepegawaian
Negara

Pencatatan secara manual dan elektronik




PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CTLN)
Nomor : 62/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN : : Ket
Kepala | Kepala Kabid Kasubbid .
PNS ybs PD BKPSDM | Pembinaan | Pembinaan Bupati BKN Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Copy SK CPNS ( 80%)
( ) - Copy SK PNS (100%)
Mengajukan permohonan cuti : gzgz ;I;r’fsl;;il;rga (KK)
1 ?é:;;j 'ijl:gagg:&}l(gear;(rilzgara - Copy Surat Nikah 2 hari |Surat Permohonan
Peraneka tpDaerah};PD) - Copy Daftar Gaji Terakhir
& - Copy SKP 2 Tahun Terakhir
- Keterangan tidak dalam
hukuman Disiplin
v
Mengajukan permohonan cuti [:l 2 hari-1 Surat Permohonan
2 |diluar tanggunagan negara Surat Permohonan dan Berkas min yang sudah di
(CLTN) ke BKPSDM ggu tandatangi Kepala PD
Menerima surat permohonan ;' _>| Surat Permohonan yang sudah . . L
3 CLTN dan mendisposisi I |_ | di tandatangi Kepala PD L hari | Disposisi
4 Membuat nota dinas dan surat =|_ | Surat Permohonan CLTN dan 1 hari Nota Dinas & Surat
rekomendasi pengajuan CLTN Berkas dan Disposisi Rekomendasi
5 Menandatangi Surat =|_ | Nota Dinas & Surat 1 hari Surat Rekomendasi
Rekomendasi pengajuan CLTN Rekomendasi CLTN
Mengajukan surat rekomendasi a S:;atsifil;(;n;ei: ndasi
6 |CLTN ke Kanreg BKD untuk di Surat Rekomendasi CLTN 1 minggu Bt] angatan ani Ka
tandatangani Kepala Kabreg Kanreg &
I
Menerima surat rekomendasi I Surat Rekomendasi yang
7 |pengajuan CLTN dari Kanreg l sudah di tandatangani Ka 1 hari |Disposisi

BKN

Kanreg




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN : 2 Ket
Kepala | Kepala Kabid Kasubbid .
PNS ybs PD BKPSDM | Pembinaan | Pembinaan Bupati BKN Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
. g Surat Rekomendasi yang
8 TM:rfnbujtffNiquil Luar sudah di tandatangani Ka 1 hari |Draft SK CLTN
EEUnE & Kanreg & Disposisi
Menandatangi Surat Keputusan y .
9 |orTN ] Draft SK CLTN 1 hari |SK CLTN
1o |Menyerahkan SK CLTN dan | I« SK CLTN 1hari |SKCLTN
Tembusannya
v
Mendokumentasikan dan ( ) .
11 Menyimpan SK CLTN SK CLTN 1 hari [SKCLTN




